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KATA PENGANTAR

Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Maluku

Utara

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan rahmat dan
karunia-Nya, Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Tahun 2022 dapat

kami selesaikan. Laporan ini merupakan gambaran capaian kinerja yang

telah dicapai oleh Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara selama
periode tahun 2022 dengan tolok ukur sebagaimana yang telah

ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja (Perkin).

Laporan ini disusun sebagai implementasi Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (PANRB) Nomor 53 Tahun 2019
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian (\a."’
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata 6; oy ‘,
Cara Reviu atas Laporan Kinerja ~— ) = ; RS

Instansi Pemerintah dan Peraturan —
BPKP Nomor 7 Tahun 2020 tentang

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPKP
dalam rangka pertanggungjawaban kinerja dan bahan perbaikan perencanaan untuk

peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara terus berupaya meningkatkan peran pengawasan
BPKP sebagaimana yang diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Peraturan Presiden Nomor 192
Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Instruksi Presiden
Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan
Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan
Kesejahteraan Rakyat dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP) mengarahkan kebijakan dan strategi pengawasan BPKP untuk mendukung
terwujudnya sasaran pembangunan nasional, yaitu pembangunan tata kelola pemerintahan

yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Tahun 2022 -



@ LAPORAN KINERJA 2022

Hal ini sejalan dengan Visi BPKP sebagai berikut:

“Menjadi Auditor Internal Pemerintah Berkelas Dunia dan Trusted Advisor Pemerintah
untuk Meningkatkan Good Governance Sektor Publik dalam rangka Mewujudkan Visi
Misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan

Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.

Besar harapan kami Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat bagi seluruh stakeholders,
sehingga dapat memberikan umpan balik yang positif bagi capaian kinerja Perwakilan BPKP

Provinsi Maluku Utara di masa yang akan datang.

Ternate, 2 Januari 2023
Kepala Perwakilan

Edy Suharto
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Pasal 144 Peraturan BPKP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku
Utara merupakan instansi vertikal BPKP di daerah yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala BPKP, mempunyai tugas menyelenggarakan tugas-tugas BPKP di

daerah, berdasarkan kebijakan pengawasan yang telah digariskan oleh Kepala BPKP.

Laporan Kinerja Tahunan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara ini merupakan bentuk
pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk
mencapai sasaran stategis. Laporan yang menyajikan informasi realisasi kinerja dibandingkan

dengan target yang telah diperjanjikan.

CAPAIAN RATA-RATA KINERJA Sasaran 1 I Sasaran 2 I Sasaran 3

TAHUN 2022 166,63%, 110,43%,: 104,81%

22 7 227 Sasaran 4 | Sasaran 5 | Sasaran 6
’ o8 143,75%,722,86%,114,83%

Dari 6 (enam) sasaran program beserta 28 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), hasil pengukuran

indikator kinerja Tahun 2022 menunjukan bahwa:

Capaian IKK > 100% Capaian IKK = 100% Capaian IKK < 100%

20 IKK (71,42%) 8 IKK (28,58%) 0 IKK (0%)

dengan total realisasi dana sebesar Rp19.211.055.003,00 atau mencapai 99,22%
dari total anggaran sebesar Rp19.362.001.000,00
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Selain keberhasilan capaian sasaran program, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara juga

memperoleh penghargaan selama tahun 2022 yaitu:

Peringkat Nama Penghargaan Pemberi Penghargaan

Peringkat 1 BPKP'S Reputation Award Diberikan oleh Kepala BPKP RI
Muhammad Yusuf Ateh

Peringkat 1 Pembina Akuntabilitas Lintas Sektoral Diberikan oleh Deputi Kepala

Terbaik BPKP Bidang Pengawasan

Penyelenggaraan Keuangan
Daerah

Peringkat 2 Mitra Pembangungan Daerah Diberikan oleh Deputi Kepala

BPKP Bidang Pengawasan
Penyelenggaraan Keuangan

Daerah
Peringkat 3  Pembina Akuntabilitas Lintas Sektoral Diberikan oleh Deputi Kepala
Terbaik BPKP Bidang Pengawasan
Penyelenggaraan Keuangan
Daerah
Peringkat 1 Penyerapan Anggaran Terbaik Tahun Diberikan oleh Kepala Kantor
2022 Kategori DIPA Sedang Wilayah Direktorat Jenderal

Perbendaharaan Provinsi
Maluku Utara
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Tugas dan Fungsi Organisasi

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memiliki tugas utama membantu
Presiden mengawasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara serta
pembangunan agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus

memberikan masukan bagi penyusunan kebijakan terkait keuangan negara.

Sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 9 Tahun 2021 Pasal 144, Perwakilan BPKP Provinsi
Maluku Utara merupakan instansi vertikal BPKP di daerah yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala BPKP dengan tugas sebagaimana disajikan pada
Gambar 1.

bpkpD

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

” Menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pengawasan keuangan negaral/daerah
dan pembangunan nasional. ,,

Gambar 1
Tugas Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara

Dalam rangka melaksanakan tugas BPKP, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara diberikan
mandat tugas sebagaimana pada Pasal 146 yaitu Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara
mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi BPKP dalam wilayah Provinsi Maluku

Utara.
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bpkp

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Pelaksanaan Pengawasan
Konsultansi Manajemen Risiko
h N
Pengoordinasian dan Sinergi
- = -

Pelaksanaan Sosialisasi

Pembinaan Kapabilitas

Gambar 2
Fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara
Menurut Peraturan BPKP Nomor 9 Tahun 2021 Pasal 147

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara melaksanakan

fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya
terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan
negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta
pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya
dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan
badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain
dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan
keuangan negara/daerah;

2. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset
negara/daerah;

3. Pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata
kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/kebijakan pemerintah
yang strategis;

4. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang
dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit
klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan
keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah,
pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;

5. Pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas
keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat
pengawasan intern pemerintah lainnya;

6. Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultansi penyelenggaraan sistem
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pengendalian intern kepada satuan kerja instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah,
dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan
lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;

7. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah sesuai
peraturan perundangundangan;
Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah;
Pengolahan data dan informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas
keuangan negara/daerah; dan

10. Pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, Kkesekretariatan,
ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, persandian,

perlengkapan dan rumah tangga.

B. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 9 Tahun 2021 Pasal 148 dan Lampiran Il serta I,
Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara merupakan perwakilan BPKP yang berkedudukan di

Ternate dan dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan dengan struktur organisasi terlihat

: Struktur Organisasi . -
: Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara

Kepala Perwakilan

pada Gambar 3.

g orme eTTe

Subkoovdinator Subkoordlnatov Subkoordinator

Kepegawaian
dan Kursipan

27222

Koorwas Bud-ng PP Koorwas Bldln‘ APD Koorwas Bidang AN Koorwas Bldang Koorwas Bidang P3A
Investigasi

Gambar 3
Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara
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Jumlah sumber daya manusia Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara per 31 Desember
2022 sebanyak 92 orang, terdiri dari 60 orang PNS, 17 orang CPNS dan 15 orang PPNPN.
Terdapat Surat Keputusan Sekretaris Utama Nomor KP.01.03/KEP-518/K/SU/2022 dan
Nomor KP.01.03/KEP-992/K.SU/02/2022 tanggal 22 Desember 2022 tentang Pemindahan
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BPKP, serta Nomor KP.01.03/KEP-993 /K.SU/02/2022
tanggal 22 Desember 2022 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Atas Permintaan
Sendiri di lingkungan BPKP, namun posisi riil per 31 Desember 2022 pegawai yang termasuk
masih berada di Maluku Utara. Perincian pegawai per bidang/bagian seperti Tabel 1.

Tabel 1
Perincian Pegawai Per Bidang/Bagian

Bidang/bagian PNS CPNS¥) ‘ PPNPN Total

Bagian Umum
Kepala Perwakilan 1 1
Kepala Bagian Umum 1 1
Sub Koordinator Keuangan 1 1
Staf pada Sub Koordinator Keuangan 3 3
Sub Koordinator Kepegawaian 1 1
Staf Sub Koordinator Kepegawaian 2 2
Sub Koordinator Pengelolaan BMN, RT, dan Kearsipan 1 1
Staf Sub Koordinator Pengelolaan BMN, RT, dan Kearsipan 6 15 21
Bidang Pengawasan IPP
Korwas Bidang Pengawasan IPP 1 1
Staf pada Bidang Pengawasan IPP 11 6 17
Bidang Pengawasan APD
Korwas Bidang Pengawasan APD 1 1
Staf pada Bidang Pengawasan APD 12 6 18
Bidang Pengawasan AN
Korwas Bidang Pengawasan AN 1 1
Staf pada Bidang Pengawasan AN 5 2 7
Bidang Pengawasan Investigasi
Korwas Bidang Pengawasan Investigasi 1 1
Staf pada Bidang Pengawasan Investigasi 4 1 5
Bidang Pengawasan P3A
Korwas Bidang Pengawasan P3A 1 1
Staf pada Bidang Pengawasan P3A 7 2 9

Jumlah 60 17 15 92
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Berdasarkan jenis jabatannya, dapat diperinci dalam Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2
Perincian Pegawai Per Kejadian Mutasi

Kel K Jab Posisi Mutasi Tahun 2022 Posisi
elompok Jabatan 01-01-2022 31-12-2021
Tambah Kurang
Pejabat Struktural 2 1 1 2
Korwas Kelompok JFA 5 2 2 5
Sub Koordinator Keuangan 1 1 1 1
Sub Koordinator Kepegawaian 1 1
Sub Koordinator Pengelolaan BMN, RT, dan 1 1
Kearsipan
Pejabat Fungsional Auditor 52 13 39
Pejabat Fungsional Umum 5 5
Pejabat Fungsional Tertentu 6 6
Calon Pejabat Fungsional Auditor 1 17 1 17
Calon Pejabat Fungsional Umum 0
PPNPN 16 1 2 15
Jumlah 89 23 20 92

Berdasarkan golongan, jumlah pegawai dapat diperinci dalam Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3
Perincian Pegawai Per Golongan

Uraian Gol. IV Gol. I Gol. |l Gol.l | Jumlah
Pejabat Struktural 2 2
Korwas Kelompok JFA 5 5
Sub Koordinator Keuangan 1 1
Sub Koordinator Kepegawaian 1 1
Sub K_oordinator Pengelolaan BMN, RT, dan 1 1
Kearsipan
Pejabat Fungsional Auditor 3 20 33 56
Pejabat Fungsional Umum 1 4 5
Pejabat Fungsional Tertentu 1 5 6
Calon Pejabat Fungsional Auditor
Calon Pejabat Fungsional Umum

Jumlah 10 25 42 77
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Berdasarkan jenjang pendidikan, jumlah pegawai dapat diperinci dalam Tabel 4 berikut:

Tabel 4
Perincian Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pejabat Struktural 2 2
Korwas Kelompok JFA 1 4 5
Sub Koordinator Keuangan 1 1
Sub Koordinator Kepegawaian 1 1
Sub Koordinator Pengelolaan BMN, 1 1
RT, dan Kearsipan
Pejabat Fungsional Auditor 3 15 38 56
Pejabat Fungsional Umum 4 1 5
Pejabat Fungsional Tertentu 1 5 6
Calon Pejabat Fungsional Auditor
Calon Pejabat Fungsional Umum

Jumlah 7 22 47 1 77

Berdasarkan jenjang jabatan auditor, jumlah pegawai dapat diperinci dalam Tabel 5 berikut:

Tabel 5
Perincian Pegawai Berdasarkan Jenjang Jabatan Auditor

Auditor Ahli 23
Auditor Madya selaku Koordinator Pengawasan Bidang 5
Auditor Madya selaku Pengendali Teknis 3
Auditor Muda 6
Auditor Pertama 9

Calon Auditor Pertama

Auditor Terampil 38
Auditor Penyelia 3
Auditor Mahir 2
Auditor Terampil 16
Calon Auditor Pelaksana 17

Jumlah 61
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C. Aspek Strategis Organisasi

Kerangka kebijakan pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara diarahkan untuk
mencapai sasaran terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan
terpercaya, mencapai terwujudnya penguatan kebijakan sistem pengawasan intern
pemerintah, penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional, kebijakan
dalam penerapan pengawasan intern yang independen, profesional dan sinergis serta
kebijakan penerapan sistem manajemen kinerja pembangunan nasional yang efisien dan
efektif. Arah kebijakan pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara adalah sebagai
berikut:

1. Peningkatan kapabilitas pengawasan intern melalui pendekatan Internal Audit Capability
Model (IA-CM) sehingga Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) mampu
mendorong pemantapan penerapan sistem pengendalian intern
kementerian/lembaga/pemerintah daerah/korporasi (K/L/P/K) dan mampu bersinergi
dengan APIP lain untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance) dalam melakukan pengawasan keuangan negara/daerah dan
pembangunan nasional;

2. Penguatan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan sinergis bersama-
sama dengan APIP kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan korporasi untuk
mengawal pencapaian sasaran program pembangunan yang bersifat lintas bidang di
RPJMN 2021-2024;

3. Peningkatan ruang fiskal negara melalui pengawasan untuk meningkatkan penerimaan
negara/daerah, pengawasan untuk efisiensi pengeluaran negara/daerah, pengawasan
terhadap optimalisasi pemanfaatan aset negara/daerah, pengawasan pembiayaan
keuangan negara/daerah, dan pengawasan terhadap alokasi keuangan daerah (dana
transfer);

4. Pengamanan keuangan negara/daerah yang efektif melalui debottlenecking dan clearing
house, pengawasan represif untuk preventif serta pencegahan dan pemberantasan

tindak pidana korupsi.

D. Kegiatan dan Produk Organisasi

Dalam rangka mendukung dan meningkatkan tata kelola pemerintahan serta menciptakan
iklim pencegahan KKN, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara melakukan kegiatan

pengawasan terhadap empat fokus pengawasan, sebagaimana pada Gambar 4.
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Gambar 4
Fokus Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara

1. Pengawalan Akuntabilitas Pembangunan Nasional
Pengawasan ini meliputi pengawasan yang berhubungan langsung dengan pengawalan
prioritas pembangunan dalam nawacita presiden (Sembilan Prioritas Pembangunan);

2. Peningkatan Kontribusi Ruang Fiskal
Pengawasan ini meliputi pengawasan yang bertujuan mendorong peningkatan ruang
fiskal dan efisiensi pengeluaran;

3. Pengamanan Aset Negara/Daerah
Pengawasan ini bertujuan memberikan kontribusi dalam upaya penyelamatan keuangan
negara dan daerah serta pengamanan aset tetap negara/daerah;

4. Peningkatan Governance system
Pengawasan yang strategis dan bersifat makro dalam jangka perbaikan governance

system di lingkungan kementerian/lembaga/Pemerintah Daerah/korporasi.

Fokus tersebut yang kemudian menghasilkan rekomendasi bagi stakeholders melalui

pengawasan seperti audit, reviu, evaluasi, pemantauan, bimtek, sosialisasi, dan asistensi.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara juga memiliki produk unggulan
lainnya yaitu:

1. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Terintegrasi,

2. Sistem Keuangan Desa (Siskeudes),
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Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes),

Sistem Informasi Akuntansi PDAM,

Sistem Informasi Evaluasi Perencanaan dan Anggaran (SIERA),
Program Peningkatan Kinerja Sektor Korporat,

Program Pembinaan SPI BUMD,

Program Anti Korupsi (PAK),

Fraud Control Plan (FCP),

10. Peningkatan Maturitas SPIP, dan

11. Peningkatan Kapabilitas APIP.

© © N o O b~

E. Sistematika Penyajian

Laporan kinerja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB
Nomor 53 Tahun 2019, dan surat edaran Sekretaris Utama BPKP Nomor HK.01/SE-
11/SU/01/2022 tanggal 5 Desember 2022 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penyampaian
Laporan Kinerja Tahunan (LKj) di Lingkungan BPKP untuk Tahun Anggaran 2022.

Format, substansi, dan pengukuran LK]jIP tahun 2022, dengan sistematika sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB | PENDAHULUAN
Pada bagian ini disajikan penjelasan umum tentang organisasi Perwakilan BPKP
Provinsi Maluku Utara yaitu meliputi:

Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi

Struktur Organisasi

Aspek Strategis Organisasi

Kegiatan dan Produk Organisasi

moow»

Sistematika Penyajian

BAB Il PERENCANAAN KINERJA
Pada bagian ini disajikan secara ringkas mengenai perencanaan strategis yang
mencakup visi, misi tujuan dan sasaran, serta indikator kinerja utama, termasuk
perjanjian kinerja tahun 2022.
A. Perencanaan Strategis 2020-2024
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
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BAB llI AKUNTABILITAS KINERJA
Pada bagian ini disajikan realisasi dan capaian Kkinerja organisasi yang
diperjanjikan dan kinerja lainnya, termasuk analisisnya. Pada bagian ini juga
disajikan akuntabilitas penggunaan anggaran atas kinerja.
A. Capaian Kinerja Tahun 2022
B. Kinerja Lainnya
C. Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP
Pada bagian ini disajikan Kesimpulan Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Tindak
Tahun 2023.

LAMPIRAN
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BAB Il

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis 2020-2024

1. Pernyataan Visi
Visi merupakan gambaran masa depan yang hendak diwujudkan. Pernyataan visi harus
bersifat praktis, realistis untuk dicapai, dan memberikan tantangan serta menumbuhkan
motivasi yang kuat bagi pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara untuk

mewujudkannya.

VISI

Internal Pemerintah Berkelas

d Advisor Pemerintah untuk
overnance Sektor Publik
kan Visi Misi Presiden dan
Nakil Presiden Indonesia Maju yang Berdaulat,
iri, dan Berkepribadian Berlandaskan
Gatong-Royong”

Gambar 5
Visi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

2. Pernyataan Misi
Misi merupakan tahapan yang harus dilalui untuk mencapai Visi. Selain itu misi adalah

deskripsi atau tujuan mengapa organisasi dibentuk, dapat dilihat pada Gambar 6.

Melaksanakan Pengawasan Intern terhadap
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan
Pembangunan Nasional; dan

s

Membangun Sumber Daya Pengawasan
yang Berkualitas.

Gambar 6
Misi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
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3. Program, Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Kegiatan

Dalam melakukan pengawasan, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara
melaksanakan 1 (satu) program: Program Pengawasan Pembangunan Nasional.
Hasil yang diharapkan (sasaran kinerja) masing-masing program serta indikator
kinerjanya disebutkan sebagai berikut:
a) Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan
Negara/Daerah, dengan indikator:
1) Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi;
2) Potensi Penerimaan Negara/Daerah yang Dioptimalisasi;
3) Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah;
4) Nilai Penyelamatan Keuangan Negara,
5) Nilai Penyelamatan Pengelolaan Dana Transfer;
6) Nilai Penyelamatan Pembiayaan Daerah.
b) Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan
Nasional, dengan indikator:
1) Jumlah PP yang Tercapai Sesuai Target;
2) Jumlah KP yang Diawasi;
3) Jumlah KP yang Tercapai Sesuai Target;
4) Jumlah PSN yang Tercapai Sesuai Target;
5) Jumlah Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah yang Tercapai Sesuai
Target;
6) Persentase Desa yang Diaudit Kinerja dengan Hasil Baik;
7) Persentase Hambatan Pelaksanaan Pembangunan yang Diselesaikan.
c) Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha,
dengan indikator:
1) Jumlah BUMN dengan pengelolaan korporasinya baik;
2) Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik;
3) Jumlah BUMD dengan kinerja sehat;
4) Jumlah BLUD dengan kinerja sehat;
5) Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan.
d) Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi,
dengan indikator:
1) Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan /ditindaklanjuti;
2) Persentase hasil Pengawasan  preventif dan  edukatif yang
dimanfaatkan/ditindaklanjuti;

3) Jumlah Pemerintah Daerah dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik;
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4) Jumlah badan usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi baik.
e) Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern

K/L/P/BU, dengan indikator:

1) Jumlah APIP K/L/Pemerintah Daerah dengan Kapabilitas APIP = Level 3;

2) Jumlah K/L/Pemerintah Daerah dengan Maturitas SPIP = Level 3;

3) Jumlah Pemerintah Provinsi dengan MRI = Level 3;

4) Jumlah Pemerintah Kabupaten/Kota dengan MRI = Level 3;

5) Persentase jumlah Pemerintah Daerah yang Akuntabel dalam Pengelolaan
Keuangan dan Kinerja Daerah;

6) Tersedianya Rekomendasi Strategis (Policy Brief) kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota;

7) Persentase Jumlah Desa yang Menyusun Laporan Pertanggungjawaban
Keuangan Desa;

8) Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa Secara Memadai;

9) Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes;

10) Jumlah BUMN dengan MRI = Level 3;

11) Jumlah BUMD dengan MRI = Level 3;

12) Jumlah BLUD dengan MRI 2 Level 3;

13) Jumlah BUMD dengan Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern = Level 3;

14) Jumlah BLUD dengan Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern = Level 3.

f) Meningkatnya Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja, dengan indikator:

1) Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja;

2) Persentase Pegawai yang mengikuti peningkatan Kompetensi;

3) Persentase Administrasi SDM yang diselesaikan Tepat Waktu;

4) Persentase Penyusunan RKA Tepat Waktu Unit Kerja;

5) Skor IKPA Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri);

6) Persentase SPM yang terbit Tepat Waktu;

7) Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP (khusus Unit Kerja
Mandiri);

8) Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri);

9) Nilai SAKIP Unit Kerja;

10) Maturitas SPIP Unit Kerja;

11) Indeks MR Unit Kerja;

12) Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja;

13) Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (khusus Unit Kerja Perwakilan).
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B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih
tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan
yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja dalam laporan kinerja ini adalah

antara Kepala BPKP dengan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara.

Pada perjanjian kinerja tahun 2022 Kepala BPKP menugaskan Kepala Perwakilan BPKP
Provinsi Maluku Utara untuk melaksanakan 1 program dan 6 kegiatan yang disertai 28
Indikator Kinerja Kegiatan. Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut
telah disediakan anggaran sesuai revisi terakhir sebesar Rp19.362.001.000,00.
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BAB Il

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2022

1. Ringkasan Kinerja

Hasil pengukuran kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara atas 6 sasaran
strategis yang dijabarkan dalam 28 indikator kinerja, menunjukkan bahwa semua

indikator kinerja telah mencapai target sama atau lebih besar dari 100%.

Ringkasan capaian kinerja masing-masing indikator kinerja pada setiap sasaran

strategis sebagaimana tercantum pada Tabel 6.

Tabel 6
Ringkasan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Tahun 2022

Sasprog/Saskeg/IKK SEWIE] Target REEURES] Ca(p:)z)lan ‘ Notifikasi
1 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah
Nilai optimalisasi penerimaan Rp
1.1 | Negara/Daerah yang Jut 4.361 4.384,21 100,53% .
terealisasi (Juta)
Nilai Efisiensi Pengeluaran Rp
. . 105,17%
1.2 Negara dan Daerah (Juta) 292.108 | 307.221,59 ° .
Nilai Penyelamatan Rp
. . 294,19%
1.3 Keuangan Negara (Juta) 5000 14.709.47 94.19% ®
2 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional
Persentase hambatan (%)
2.1 | pelaksanaan pembangunan = 85 100 117,65% .
: ) ersen
yang diselesaikan
Jumlah kegiatan Kegiatan
2.2 | pembangunan prioritas Prioritas 2 2 100,00% .
daerah yang diawasi Daerah
Persentase rekomendasi (%) o
2.3 strategis yang ditindaklanjuti Persen 80 90,91 113,64% .
3 | Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha
Jumlah BUMD dengan o
81 dengan kinerja sehat BUMD 2 2 100,00% .
32 Jymlah BLUD dengan dengan BLUD 1 1 100,00% .
kinerja sehat
3.3 | Jumlah BUMDes yang BUMDes 26 31 119,23% O
mampu menyusun laporan
Jumlah BUMDes yang
3.4 | memberikan kontribusi pada BUMDes 2 2 100,00% .
perekonomian desa
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Capaian
(%)

4 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi
Persentase hasil pengawasan
4.1 | represif yang Persen 100 100 100,00% .
dimanfaatkan/ditindaklanjuti
Persentase hasil pengawasan
4.2 | preventif dan edukatif yang Persen 80 100 125,00% .
dimanfaatkan/ditindaklanjuti
Jumlah Pemerintah Daerah

Notifikasi

Sasprog/Saskeg/IKK SEWIE] Target REEURES ‘

4.3 | dengan Efektivitas Pemerinta 2 3 150,00% .
- L h Daerah
Pengendalian Korupsi Baik
Jumlah Pemerintah Daerah
menindak lanjuti Area Of Pemerinta o
44 Improvement dari hasil h Daerah 1 2 200,00% .

pengukuran EPK
5 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU
Jumlah APIP Provinsi dengan

0,
51 | Kapabilitas APIP = Level 3 Prov L L 100,00%
Jumlah APIP Kabupaten/Kota Kabupate
5.2 | dengan Kapabilitas APIP 2 P 3 5 166,67%
n/Kota
Level 3
Jumlah Provinsi dengan o
53 Maturitas SPIP = Level 3 Prov ! ! 100,00%
Jumlah Kabupaten/Kota Kabupate
5.4 | dengan Maturitas SPIP = P 3 4 133,33%
n/Kota
Level 3
Jumlah Kabupaten/Kota Kabupate o
55 dengan MRI = Level 3 n/Kota ! 4 400,00%
Jumlah Desa yang
5.6 | pengelolaan keuangannya Desa 20 807 4035,00%
akuntabel
Jumlah Desa yang
5.7 | menerapkan pengelolaan Desa 20 25 125,00%

aset desa secara memadai
6 | Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja

Nilai Skor Zona Integritas Unit Skor o
6.1 Kerja Skala 100 75 86,12 114,83%
- . ' Skor o
6.2 | Nilai SAKIP Unit Kerja Skala 100 82 85,30 104,02%
Persentase Efektivitas (%)
6.3 | Pengendalian Intern Unit Per;en 70 100 142,86%
Kerja (SPIP Unit Kerja)
Persentase Penyelesaian (%) o
6.4 RTP (MRI Unit Kerja) Persen 100 100 100,00%
Indeks Kualitas Layanan Indeks o
6.5 Eksternal Unit Kerja Skala 100 5 88,65 118,20%
. . Indeks 0
6.6 | Skor IKPA Unit Kerja Skala 100 95 98,30 103,47%
Nilai Pengelolaan BMN Unit Indeks o
6.7 Kerja Skala 100 80 96,32 120,40%
Keterangan:

= mencapai/melampaui target;
= belum mencapai target, namun mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun lalu,
= belum mencapai target
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2. Uraian Kinerja

Realisasi kinerja Tahun 2022 berdasarkan sasaran kegiatan Pelaksanaan Pengawasan
Pembangunan dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai auditor intern pemerintah

diuraikan di bawabh ini.

Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas

Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah

Tabel 7
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Kegiatan 1

Capaian

) N ES

Sasprog/Saskeg/IKK SEWIE] Target REEURES

1 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan
Daerah
Nilai optimalisasi R

1.1 | penerimaan Negara/Daerah (Ju?a) 4.361 4.384,21 100,53% .
yang terealisasi
Nilai Efisiensi Pengeluaran Rp o

1.2 Negara dan Daerah (Juta) 292.108 | 307.221,59 105,17% O
Nilai Penyelamatan Rp o

L3 | kouangan Negara Outwy | 5000 14.700,47 | 294,19% O

Pencapaian sasaran program/sasaran kegiatan 1: Meningkatnya Pengawasan
Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah diukur dengan

menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu:

1.1. Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi

Definisi Indikator

IKK Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi merupakan
penerimaan negara/daerah yang telah diidentifikasi dapat menambah penerimaan
negara/daerah yang ditetapkan K/L/D berdasarkan hasil pengawasan Perwakilan
BPKP Provinsi Maluku Utara.

Indikator ini diukur dengan menghitung selisih dari penerimaan negara/daerah
yang teridentifikasi dari hasil kegiatan pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi

Maluku Utara dengan realisasi penerimaan negara/daerah.

Target Perjanjian Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022

Target kinerja indikator ini adalah Rp4.361.000.000,00. Capaian indikator ini
adalah sebesar Rp4.384.208.515,00 atau mencapai 100,53% dari target, dengan
realisasi nilai potensi berupa penyetoran ke kas daerah sebesar
Rp971.389.294,00 atau mencapai 22,16% dari nilai potensi penerimaan daerah

yang dioptimalisasi, dengan ringkasan sebagaimana disajikan pada Tabel 8.
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Tabel 8
Ringkasan nilai optimalisasi penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi
Realisasi Nilai Potensi

dan atau Jumlah kurang
bayar yang sudah

Nilai Potensi Penerimaan
Daerah yang
Dioptimalisasi (Rp)

Jenis Pajak

1 Kota Ternate

2.823.789.779,00

disetor/ditetapkan (Rp)
438.076.549,00

Pajak Hotel

344.000.867,00

240.992.038,00

Pajak Restoran

1.927.683.912,00

46.449.491,00

Pajak Air Tanah

11.655.000,00

150.305.020,00

Pajak Parkir

540.450.000,00

330.000,00

2 Kota Tidore

1.560.418.736,00

533.312.745,00

Pajak Hotel

444.333.600,00

25.432.000,00

Pajak Restoran

106.238.736,00

21.375.295,00

Pajak Air Tanah

526.064.000,00

350.000,00

Pajak  Mineral Bukan

Logam dan Batuan

483.782.400,00 486.155.450,00

Jumlah

4.384.208.515,00 971.389.294,00

Perbandingan Capaian Tahun 2022 dengan Capaian Tahun Lalu dan Target
Akhir Renstra

Perbandingan realisasi tahun 2022 dengan target tahun 2020-2024 disajikan pada
Gambar 7.

5.000
4.500
4.000
3.500

4361 4.384,21
3.000
2.500

2.000
1.500
971,39

1.000
583,55 Ml 510,25 486 486
500 195 199,511026 I l l

67
B | |

2020 2021 2022 2023 2024

2.457,92

HTarget M Optimalisasi Penyetoran ke Kas Daerah

Gambar 7
Target dan Realisasi Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang
Terealisasi (Dalam Jutaan Rupiah)
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Dari Gambar 7, nilai potensi penerimaan negara/daerah yang dioptimalisasi
Tahun 2021 sebesar Rp2.457.922.749,00 atau mencapai 421,20% dari target
Tahun 2021 sebesar Rp583.550.000,00, sedangkan realisasi nilai potensi berupa
penyetoran ke kas daerah Tahun 2021 sebesar Rp510.252.494,00 atau mencapai
20,76% dari nilai potensi penerimaan daerah yang dioptimalisasi.

Jika dibandingkan dengan tahun 2021, capaian potensi penerimaan
negara/daerah yang dioptimalisasi Tahun 2022 adalah Rp4.384.208.515,00 atau
meningkat sebesar Rp1.926.285.766,00 (78,37%) dibandingkan dengan tahun
2021, dan potensi penerimaan daerah yang terealisasi dengan penyetoran ke kas
daerah tahun 2022 adalah Rp971.389.294,00 atau meningkat sebesar
Rp461.136.800,00 (90,37%) dibandingkan dengan tahun 2021.

Capaian nilai potensi penerimaan negara/daerah yang dioptimalisasi tahun 2020
sampai dengan tahun 2022 telah mencapai Rp4.997.133.747,00 atau 81,77% jika
dibandingkan dengan target kumulatif Renstra Tahun 2020-2024 sebesar
Rp6.111.550.000,00.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan pada tahun 2022 untuk
mendukung pencapaian kinerja antara lain:

Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara telah melaksanakan Pengawasan
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) Tahun 2022 pada Pemerintah Kota
Ternate dan Pemerintah Kota Tidore dan Monitoring Tindak Lanjut Hasil
Pengawasan OPAD Tahun 2022.

Gambar 8
Dokumentasi Pelaksanaan Sasaran Kegiatan 1 IKK 1.1

Capaian kinerja yang cukup tinggi melampaui target didukung oleh:
1) Evaluasi optimalisasi PAD di tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten/Kota di
wilayah Provinsi Maluku Utara telah dilaksanakan sesuai dengan rencana.

2) Monitoring secara berkelanjutan terhadap hasil pelaksanaan evaluasi OPAD.
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3) Kerja sama antara Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara dengan OPD
Pengelola Pendapatan Daerah dalam melaksanakan saran/rekomendasi

evaluasi.

Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2023
Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara akan melakukan:

Pengawasan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah pada pemerintah
kabupaten/kota di wilayah Provinsi Maluku Utara yang belum dilakukan evaluasi
dan memiliki potensi signifikan dan melakukan monitoring secara berkelanjutan

terhadap hasil pelaksanaan pengawasan OPAD.

1.2. Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah

Definisi Indikator
IKK Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah adalah nilai yang
menunjukkan besarnya pengurangan/pengalihan nilai pengeluaran yang
direncanakan (belum direalisasi) yang tidak tepat berdasarkan hasil pengawasan
BPKP. Perencanaan yang tidak tepat antara lain tidak berorientasi hasil, tidak
jelas ukuran keberhasilannya, tidak memiliki dampak langsung terhadap
pencapaian sasaran, dan proses bisnis kegiatan tidak selaras dengan sasaran.
Indikator ini diukur dengan menjumlahkan nilai pengurangan/pengalihan rencana
belanja proyek/kegiatan/program yang tidak tepat dalam satu tahun anggaran,
dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Nilai anggaran/rencana belanja yang berpotensi menjadi lebih efektif dan
efisien dikarenakan:
a) dialihkan ke proyek/kegiatan/program yang lebih berdampak atau lebih
hemat;
b) perincian atau metodologi kegiatan diperbaiki sehingga lebih berdampak
atau lebih hemat;
¢) ukuran/indikator keberhasilan diperbaiki sehingga lebih terukur dan
berorientasi hasil.
2) Nilai rupiah yang dapat dihemat melalui hasil pengawasan BPKP yang bersifat
non-investigatif seperti audit klaim/verifikasi tagihan, koreksi cost-recovery,

audit penyesuaian harga, audit cost-saving, dan sebagainya.

Target Perjanjian Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022

Target kinerja indikator ini adalah sebesar Rp292.108.000.000,00, realisasi nilai
Efisiensi Pengeluaran Daerah Tahun 2022 adalah sebesar
Rp307.221.593.403,00 atau mencapai 105,17% dari target. Perincian capaian
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sebagaimana disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9
Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah

Uraian Nilai (Rp)

1 Pengawasan pada Pemerintah Daerah
Nilai Anggaran yang Berpotensi menjadi Lebih Efektif 257.680.821.729,00
Nilai Anggaran yang Berpotensi menjadi Lebih Efisien 34.436.872.859,00
2 Pengawasan pada Instansi Pemerintah Pusat 14.553.030.750,00
3 Pengawasan Keinvestigasian 550.868.065,00
Jumlah 307.221.593.403,00

Perbandingan Capaian Tahun 2022 dengan Capaian Tahun Lalu dan Target
Akhir Renstra
Perbandingan capaian Tahun 2022 dengan target Tahun 2020-2024 disajikan

pada gambar Gambar 9.

M Target (Jutaan Rupiah) M Realisasi (Jutaan Rupiah)

350000
307.221
300000 292.108
250000
200000 186.779
150000 136.270
112.930
100000
50000 39.241
0 []
2020 2021 2022 2023 2024
Gambar 9

Target dan Realisasi Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah
Dari Gambar 9, Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah tahun 2021
sebesar Rp39.240.508.235,00 atau mencapai 21,16%, dari target tahun 2021
sebesar Rp186.779.000.000,00. Sedangkan Nilai Efisiensi Pengeluaran Daerah
tahun 2022 sebesar Rp307.221.593.403,00 atau mengalami kenaikan
dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp267.981.085.168,00 atau 682,92%.
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Capaian Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah tahun 2020 sampai
dengan tahun 2022 mencapai Rp346.462.101.638,00 mencapai 47,59% jika
dibandingkan dengan target kumulatif Renstra Tahun 2020-2024 sebesar
Rp728.087.000.000,00.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan pada tahun 2022 untuk
mendukung pencapaian kinerja antara lain:

Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara telah melakukan Evaluasi Perencanaan
dan Penganggaran Tahun 2022 pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara,
Pemerintah Kota Ternate, dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. Evaluasi
dilakukan dengan tujuan menilai efektivitas dan efisiensi program, kegiatan dan
anggaran dalam APBD dan keselarasan perencanaan pemerintah daerah atas
penyelenggaraan sektor-sektor strategis pembangunan.

Selain itu, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara juga melakukan evaluasi dan
reviu pada sektor pendidikan, pembangunan infrastruktur dan konektivitas, dan

pengentasan kemiskinan ekstrim.

N

Gambar 10
Dokumentasi Pelaksanaan Sasaran Kegiatan 1 IKK 1.2

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2023

Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara akan melakukan:

1) Evaluasi perencanaan dan penganggaran pada Pemerintah Kabupaten/Kota
di wilayah Provinsi Maluku Utara.

2) Menjadwalkan waktu yang lebih memadai untuk melakukan uji petik.
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1.3. Nilai Penyelamatan Keuangan Negara

Definisi Indikator

IKK Nilai Penyelamatan Keuangan Negara merupakan nilai yang menunjukkan
besarnya jumlah temuan pengembalian ke kas negara atas belanja yang sudah
direalisasikan dan/atau pemulihan hak negara atas aset negara.

Indikator ini diukur dengan menghitung jumlah nilai belanja yang dikembalikan ke
kas negara termasuk denda yang dikenakan dari hasil pengawasan BPKP dan

nilai aset yang dipulihkan.

Target Perjanjian Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022

Target kinerja indikator ini adalah Rp5.000.000.000,00. Nilai penyelamatan
keuangan negara adalah sebesar Rp14.709.472.275,45 atau mencapai 294,19%
dari target, dengan ringkasan sebagaimana disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10
Nilai Penyelamatan Keuangan Negara

Nilai Penyelamatan Keuangan
Negara (Rp)

1.252.134.395,45

Jenis Penyelamatan

1 | Pengembalian sisa dana program/kegiatan yang
belum disetorkan ke Rekening Kas Negara

2 | Pengeluaran yang tidak sesuai dengan
ketentuan

13.457.337.880,00

Jumlah 14.709.472.275,45

Perbandingan Capaian Tahun 2022 dengan Capaian Tahun Lalu dan Target
Akhir Renstra
Perbandingan realisasi tahun 2022 dengan target tahun 2020-2024 disajikan pada

Gambar 11.
M Target (Jutaan Rupiah) M Realisasi (Jutaan Rupiah)
60.000 56.500
51.982
50.000
40.000
30.000
20.000 15.749 14.709
9.498
10.000 1213 5000
3.293 l :
=l -
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Gambar 11
Target dan Realisasi Nilai Penyelamatan Keuangan Negara
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Dari Gambar 11, Nilai Penyelamatan Keuangan Negara tahun 2021 sebesar
Rp15.749.260.569,37 atau mencapai 165,82% dari target tahun 2021 sebesar
Rp9.498.000.000,00, sedangkan tahun 2022 sebesar Rp14.709.472.275,45 atau
mencapai 294,19% dari target tahun 2022 sebesar Rp5.000.000.000,00. Hal ini
menunjukkan capaian nilai penyelamatan keuangan negara tahun 2022 menurun
sebesar Rp1.039.788.293,92 atau 6,60% dibandingkan dengan tahun 2021.
Capaian Nilai Penyelamatan Keuangan Negara sampai dengan tahun 2022
mencapai Rp37.678.442.463,82 atau mencapai 29,84% apabila dibandingkan
dengan target kumulatif Renstra  Tahun 2020-2024  sebesar
Rp126.273.000.000,00.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan pada tahun 2022 untuk

mendukung pencapaian kinerja antara lain:

1) Menjalin hubungan profesional dan membangun komunikasi yang efektif
antara Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat Perwakilan BPKP
Provinsi Maluku Utara dengan stakeholder.

2) Membentuk tim efektif pengelola TP, TPL, dan TPB hasil pengawasan yang
dilakukan oleh Bidwas Instansi Pemerintah Pusat Perwakilan BPKP Provinsi
Maluku Utara.

3) Meningkatkan koordinasi dan bersinergi dengan Aparat Penegak Hukum
(Kejaksaan dan Kepolisian) serta APIP.

4) Meningkatkan kompetensi Auditor dengan mengikuti PPM, diklat, workshop,
seminar, dan kegiatan lainnya.

5) Meningkatkan pemahaman Auditor terhadap proses bisnis obyek
pemeriksaan Audit Investigatif dan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan

Negara.

Gambar 12
Dokumentasi Pelaksanaan Sasaran Kegiatan 1 IKK 1.3

Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Tahun 2022



@ LAPORAN KINERJA 2022

Capaian kinerja yang cukup tinggi melampaui target didukung oleh:

1) Rekomendasi/saran hasil pengawasan yang efektif dan stakeholder yang pro
aktif menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bidang
Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat Perwakilan BPKP Provinsi Maluku
Utara.

2) Koordinasi dan sinergi yang terbangun dengan APIP dan APH sudah cukup
efektif, baik, dan kuat.

3) Komitmen dan kompetensi Auditor yang meningkat.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2023

Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara akan melakukan :

1) Monitoring Rekapitulasi TP, TPL, dan TPB hasil pengawasan yang dilakukan
oleh Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat secara berkala melalui
aplikasi MonTPB.

2) Melakukan komunikasi dan koordinasi secara intensif dengan Aparat Penegak
Hukum dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi, terutama
terhadap APH yang belum pernah melakukan permintaan audit ke BPKP.

3) Meningkatkan integritas dan kompetensi Auditor.

4) Bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum terkait pendanaan Audit

Investigatif dan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.

Rata-rata capaian Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan
atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah sebesar 166,63%, telah mencapai
target tahun 2022.

Capaian sasaran program/sasaran kegiatan 1 didukung dengan realisasi dana sebesar
Rp1.891.986.722,00 atau 99,99% dari anggaran sebesar Rp1.892.186.600,00 dan
indikator output kegiatan (IOK) sebanyak 170 laporan atau 1.214,29% dari target
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebanyak 14 laporan, serta OH sebanyak 5.558
OH atau 94,72% dari rencana sebanyak 5.868 OH.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran program/sasaran kegiatan 1 telah
dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 1.214,29%, lebih

besar daripada capaian penggunaan dana sebesar 99,99%.

Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran program/sasaran kegiatan 1 telah
efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 1.214,29%, lebih tinggi daripada

capaian penggunaan OH sebesar 94,72%.
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Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas

Akuntabilitas Pembangunan Nasional

Tabel 11
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Kegiatan 2

Saskeg/IKK Satuan Target Realisasi Ca(p;z)lan ‘ Notifikasi
2 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional
Persentase hambatan
pelaksanaan (%) 0
21 pembangunan yang Persen 85 100 117,65% .
diselesaikan
Jumlah kegiatan Kegiatan
2.2 | pembangunan prioritas Prioritas 2 2 100,00% .
daerah yang diawasi Daerah
Persentase rekomendasi %)
2.3 | strategis yang ditindak = 80 90.91 113,64% .
lanjuti ersen

Pencapaian sasaran program/sasaran kegiatan 2: Meningkatnya Pengawasan
Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional diukur dengan

menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu sebagai berikut.

2.1 Persentase Hambatan Pelaksanaan Pembangunan yang Diselesaikan

Definisi Indikator

IKK Hambatan Pelaksanaan Pembangunan didefinisikan sebagai sebuah kondisi
dimana proses pembangunan tidak dapat mencapai output, outcome, dan
manfaat yang telah ditetapkan karena adanya masalah yang tidak dapat
diselesaikan dengan menggunakan kewenangan para pihak terkait.

Indikator ini diukur dengan membagi jumlah LEHKP yang kesepakatannya

terlaksana dengan total penugasan EHKP yang diterbitkan.

Target Perjanjian Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022

Target kinerja ini sebesar 85,00%. Nilai Persentase Hambatan Kelancaran
Pembangunan yang diselesaikan mencapai 100,00% atau mencapai 117,65%
dari target. Hasil tersebut berasal dari satu penugasan hambatan kelancaran
pembangunan yang telah dilaksanakan Evaluasi Hambatan Kelancaran
Pembangunan atas Permasalahan Tunggakan luran JKN-KIS Segmen Non PPU

pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Perbandingan Capaian Tahun 2022 dengan Capaian Tahun Lalu dan Target
Akhir Renstra

Perbandingan realisasi tahun 2022 dengan target tahun 2020-2024 disajikan pada
Gambar 13.

Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Tahun 2022



@ LAPORAN KINERJA 2022

W Target M Realisasi

120%

100% 100%
100%
85% 85% 85%
80% 80%
80% 75%
60%
40%
20%
0%
2020 2021 2022 2023 2024
Gambar 13
Target dan Realisasi Persentase Hambatan Pelaksanaan Pembangunan yang
Diselesaikan

Dari Gambar 13, Persentase Hambatan Pelaksanaan Pembangunan yang
diselesaikan tahun 2021 sebesar 100,00% atau mencapai 125,00% dari target
tahun 2021 sebesar 80,00%, sedangkan tahun 2022 sebesar 100,00% atau
mencapai 117,65% dari target tahun 2022 sebesar 85,00%. Hal ini menunjukkan
capaian Realisasi Persentase Hambatan Pelaksanaan Pembangunan yang
Diselesaikan tahun 2022 tetap konsisten dibandingkan dengan tahun 2021.

Capaian nilai persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang
diselesaikan tahun 2022 sebesar 100,00% atau mencapai 117,65% apabila
dibandingkan dengan target kumulatif Renstra Tahun 2020-2024 sebesar 85,00%.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan pada tahun 2022 untuk

mendukung pencapaian kinerja antara lain:

1) Koordinasi dengan Pemerintah Daerah yang menemui kendala/permasalahan
dalam kegiatan pembangunan.

2) Evaluasi atas Hambatan Kelancaran Pembangunan.

3) Monitoring permasalahan kegiatan pembangunan melalui pemberitaan di

media massa.
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Gambar 14
Dokumentasi Pelaksanaan Sasaran Kegiatan 2 IKK 2.1

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2023

Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara akan melakukan:

1) Memetakan Instansi yang berpotensi terhambatnya pelaksanaan tugas pokok
dan melakukan koordinasi kepada pihak-pihak yang memerlukan mediasi.

2) Meningkatkan koordinasi dengan Instansi Pemerintah di wilayah Provinsi
Maluku Utara.

3) Terus memantau permasalahan kegiatan pembangunan melalui pemberitaan

di media massa/online.

Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi

Definisi Indikator

IKK Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi adalah jumlah
program lintas sektoral di daerah yang diawasi sebagaimana dalam Agenda
Prioritas Pengawasan Daerah (APPD) Tahun 2022.

Target Perjanjian Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022

Target kinerja ini sebanyak 2 (dua) kegiatan prioritas daerah. Pada tahun 2022,

jumlah kegiatan pembangunan prioritas daerah yang diawasi sebanyak 2 (dua)

kegiatan prioritas daerah dengan ringkasan sebagai berikut:

1) Evaluasi Pengembangan Kota Baru Sofifi Tahun 2022 pada Pemerintah
Provinsi Maluku Utara
Program Pembangunan Kota Baru Sofifi menjadi salah satu agenda prioritas
nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 dan bersifat lintas sektoral
dan termasuk dalam isu strategis yang menjadi perhatian dalam dokumen
RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024. Meskipun telah tercantum dalam
RPJMN dan RPJMD, namun pembangunan di Kota Baru Sofifi belum
menunjukkan perkembangan yang signifikan.
Untuk mempercepat pembangunan Kota Baru Sofifi dibutuhkan strategi yang
terintegrasi, tersinkronisasi, dan bersinergi dari Pemerintah, Pemerintah

Provinsi Maluku Utara, dan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Strategi
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terkait aspek kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan Kota
Baru Sofifi tersebut diharapkan dapat menjadikan Kota Baru Sofifi sebagai
pusat pemerintahan, perekonomian, pendidikan, dan kesehatan.

2) Optimalisasi Program Tol Laut di Wilayah Provinsi Maluku Utara
Program Tol Laut di wilayah Maluku Utara yang dilalui tol laut telah berdampak
pada harga barang yang diangkut via tol laut yang lebih murah dibandingkan
harga barang yang diangkut via non tol laut. Dalam hal ekspor antar daerah,
telah ada peningkatan volume pada tahun 2021 dari tahun 2020 namun masih
belum optimal, yang ditunjukkan masih rendahnya pengiriman melalui tol laut
dibandingkan potensi produksi sektor pertanian/perikanan Maluku Utara.
Diperlukan perbaikan strategi dalam bentuk kebijakan, tata kelola, dan kinerja

untuk mengurangi permasalahan dan hambatan dalam Program Tol Laut.

Perbandingan Capaian Tahun 2022 dengan Capaian Tahun Lalu dan Target
Akhir Renstra

Perbandingan realisasi tahun 2022 dengan target tahun 2020-2024 disajikan pada
Gambar 15.

M Target M Realisasi
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Gambar 15
Target dan Realisasi Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang
Diawasi

Dari Gambar 15, Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi
tahun 2020 dan 2021 tidak terdapat nilai target dan realisasi, sehingga tidak dapat
diungkapkan perbandingan dengan kinerja tahun 2022.

Capaian Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi tahun
2022 tidak dapat dibandingkan dengan target tahun 2020-2024 dikarenakan

Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Tahun 2022



@ LAPORAN KINERJA 2022

belum ada revisi renstra terkait target Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas

Daerah yang Diawasi sampai dengan tahun 2024.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan pada tahun 2022 untuk

mendukung pencapaian kinerja antara lain:

1) Telah dilakukan pengawasan atas Agenda Prioritas Pengawasan Daerah
(APPD) Tahun 2022 dengan topik Optimalisasi Tol Laut di Provinsi Maluku
Utara dan topik Pengembangan Kota Baru Sofifi Sebagai Ibu Kota Provinsi.

2) Menyerahkan hasil pengawasan APPD tahun 2022 secara langsung kepada
Gubernur Provinsi Maluku Utara yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi
Maluku Utara.

Gambar 16
Dokumentasi Pelaksanaan Sasaran Kegiatan 2 IKK 2.2

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2023
Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara akan melakukan pengawasan APPD,
lanjutan pengawasan atas pengembangan Kota Sofifi dan APPD dengan topik

Ketahanan Pangan.

2.3 Persentase Rekomendasi Strategis Yang Ditindaklanjuti

Definisi Indikator

Rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti merupakan jumlah tindak lanjut atas
rekomendasi strategis yang diberikan kepada pemerintah daerah pada Laporan
Tahunan Hasil Pengawasan Tahun 2021. Rekomendasi strategis yang telah
diberikan adalah rekomendasi dalam rangka perbaikan tata kelola berupa
pemenuhan infrastruktur kebijakan penerapan SPIP meliputi pengelolaan risiko
dan kapabilitas APIP.

Indikator ini diukur dengan membagi jumlah rekomendasi strategis yang telah

ditindaklanjuti dengan jumlah rekomendasi strategis yang diberikan.
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Target Perjanjian Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022

Target kinerja ini sebesar 80,00%. Pada tahun 2022, nilai Persentase
rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti mencapai 90,91% atau 113,64% dari
target. Hasil tersebut berasal dari telah ditetapkannya Kebijakan Kepala Daerah
terkait Manajemen Risiko (MR), dengan ringkasan sebagaimana disajikan pada
Tabel 12.

Tabel 12
Persentase Rekomendasi Strategis Yang Ditindaklanjuti

Jumlah Jumlah Tindak

Pemerintah Daerah Rekomendasi Lt Capaian
1 Provinsi Maluku Utara 1 1 100,00%
2 Kota Ternate 1 1 100,00%
3 Kota Tidore Kepulauan 1 1 100,00%
4 Kabupaten Halmahera Barat 1 1 100,00%
5 Kabupaten Halmahera Selatan 1 1 100,00%
6 Kabupaten Halmahera Utara 1 1 100,00%
7 Kabupaten Halmahera Tengah 1 0 0,00%
8 Kabupaten Halmahera Timur 1 1 100,00%
9 Kabupaten Pulau Morotai 1 1 100,00%
10 | Kabupaten Kepualauan Sula 1 1 100,00%
11 | Kabupaten Pulau Taliabu 1 1 100,00%
Jumlah 11 10 90,91%

Perbandingan Capaian Tahun 2022 dengan Capaian Tahun Lalu dan Target
Akhir Renstra
Perbandingan realisasi tahun 2022 dengan target tahun 2020-2024 disajikan pada

Gambar 17.
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Gambar 17

Target dan Realisasi Persentasi Rekomendasi Strategis yang Ditindaklanjuti
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Dari Gambar 17, Persentase Rekomendasi Strategis yang Ditindaklanjuti tahun
2020 dan 2021 tidak terdapat nilai target dan realisasi, sehingga tidak dapat
diungkapkan perbandingan dengan kinerja tahun 2022.

Realisasi Persentase Rekomendasi Strategis yang Ditindaklanjuti tahun 2022
tidak dapat dibandingkan dengan target tahun 2020-2024 dikarenakan belum ada
revisi renstra terkait target persentase rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti

sampai dengan tahun 2024.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan pada tahun 2022 untuk
mendukung pencapaian kinerja antara lain:

Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara mendorong pemerintah daerah untuk
menindaklanjuti rekomendasi strategis yang diberikan dalam Laporan Tahunan
Hasil Pengawasan Tahun 2021 dalam rangka perbaikan tata kelola berupa
pemenuhan infrastruktur kebijakan penerapan SPIP meliputi pengelolaan risiko
dan kapabilitas APIP.

Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2023

Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara akan melakukan monitoring tindak lanjut
atas rekomendasi strategis yang diberikan dalam Laporan Tahunan Hasil
Pengawasan dalam rangka perbaikan tata kelola berupa pemenuhan infrastruktur

kebijakan penerapan SPIP meliputi pengelolaan risiko dan kapabilitas APIP.

Rata-rata capaian Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan
atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional sebesar 110.43%, telah mencapai target
tahun 2022. Capaian sasaran program/sasaran kegiatan 2 didukung dengan realisasi
dana sebesar Rpl1.606.533.830,00 atau 99,08% dari anggaran sebesar
Rp1.621.388.700,00 dan indikator output kegiatan (IOK) sebanyak 119 laporan atau
700,00% dari target RKA sebanyak 17 laporan, serta OH sebanyak 4.640 OH atau
89,54% dari rencana sebanyak 5.182 OH.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran program/sasaran kegiatan 2 telah
dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 700,00%, lebih besar

daripada capaian penggunaan dana sebesar 99,08%.

Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran program/sasaran kegiatan 2 telah
dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 700,00%, lebih besar

daripada capaian penggunaan OH sebesar 89,54%.
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Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan

Akuntabilitas Badan Usaha

Tabel 13
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Kegiatan 3
Capaian

(%)
3 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha

Saskeg/IKK ‘ Notifikasi

Satuan ‘ Target ‘Realisasi

3.1 | Jumlah BUMD dengan

kinerja sehat

BUMD

2

2

100,00%

3.2

Jumlah BLUD dengan
kinerja sehat

BLUD

1

1

100,00%

3.3 | Jumlah BUMDes yang
mampu menyusun
laporan

3.4 | Jumlah BUMDes yang

memberikan kont_nbu5| BUMDes 2 2 100,00% .
pada perekonomian

desa

BUMDes 26 31 119,23%

Pencapaian sasaran program/sasaran kegiatan 3: Meningkatnya Pengawasan
Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha diukur dengan menggunakan 4

(empat) indikator kinerja vyaitu:

3.1 Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat

Definisi Indikator

IKK Jumlah BUMD dengan kinerja "Sehat" adalah jumlah BUMD dengan hasil
evaluasi kinerja yang dilakukan oleh BPKP ataupun assessor lainnya berdasarkan
kriteria penilaian mencapai kategori "Sehat".

Indikator ini diukur dengan menghitung Jumlah BUMD dengan kinerja minimal
"Sehat" dari jumlah total BUMD. BUMD yang dimaksud adalah BUMD Jasa Air
atau PDAM. BUMD selain PDAM tidak disertakan untuk mengukur indikator ini.
Tingkat kesehatan PDAM yang diukur mengacu pada ukuran yang dibuat oleh
Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM)

dengan pengelompokan kriteria “Sehat” dengan skor >2,8.

Target Perjanjian Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022
Target kinerja ini adalah sebanyak 2 BUMD. Jumlah BUMD dengan kinerja
"Sehat" sebanyak 2 (dua) atau mencapai 100,00% dari target tahun 2022, dengan

ringkasan sebagaimana disajikan pada Tabel 14.
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Tabel 14
Nilai BUMD dengan Capaian Kinerja Sehat

Kriteria Capaian Kinerja Tingkat

Capaian IKK 2022

Sehat Kesehatan
1 PDAM Kabupaten >2,80 2,86 Memenuhi
Halmahera Selatan
2 PDAM Kabupaten >2,80 2,83 Memenuhi
Halmahera Barat

Perbandingan Capaian Tahun 2022 dengan Capaian Tahun Lalu dan Target
Akhir Renstra

Perbandingan realisasi tahun 2022 dengan target tahun 2020-2024 disajikan pada
Gambar 18.
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Gambar 18
Target dan Realisasi Jumlah BUMD dengan Kinerja “Sehat”

Dari Gambar 18, jumlah BUMD dengan kinerja “sehat” tahun 2021 sebanyak
1 (satu) BUMD atau mencapai 100,00% dari target tahun 2021 sebesar 1 (satu)
BUMD, sedangkan tahun 2022 sebanyak 2 (dua) BUMD atau mencapai 100,00%
dari target tahun 2022 sebanyak 2 (dua) BUMD. Hal ini menunjukkan capaian
jumlah BUMD dengan kinerja “sehat” tahun 2022 meningkat sebanyak 1 (satu)
BUMD atau 100% dibandingkan dengan tahun 2021.

Capaian Jumlah BUMD dengan kinerja “sehat” sampai dengan tahun 2022
sebanyak 2 (dua) BUMD atau mencapai 40,00% apabila dibandingkan dengan
target kumulatif Renstra Tahun 2020-2024 sebesar 5 (lima) BUMD.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan pada tahun 2022 untuk
mendukung pencapaian kinerja antara lain:
Melaksanakan evaluasi kinerja tahun buku 2021 pada 7 (tujuh) PDAM di Provinsi

Maluku Utara serta pengawasan lainnya dengan perincian sebagai berikut:
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1) PDAM Kota Ternate

2) PDAM Kota Tidore Kepulauan

3) PDAM Kabupaten Halmahera Barat
4) PDAM Kabupaten Halmahera Tengah
5) PDAM Kabupaten Halmahera Selatan
6) PDAM Kabupaten Pulau Morotai

7) PDAM Kabupaten Kepulauan Sula

Di samping itu telah dilaksanakan sosialisasi sebagai berikut:
1) Manajemen Risiko pada PDAM Kabupaten Halmahera Barat
2) Internal Audit Capability Model (IACM) pada Perumda Ake Gaale Kota Ternate

Gambar 19
Dokumentasi Pelaksanaan Sasaran Kegiatan 3 IKK 3.1

Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2023
Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara akan melakukan pengawasan melalui
Evaluasi, Reviu dan Asesmen pada BUMD di Provinsi Maluku Utara untuk
mengetahui informasi tentang kondisi BUMD antara lain:

1) Kualitas Governance, Risk and Control (GRC);

2) Analisis kinerja keuangan dan operasional;

3) Peran BUMD pada kontribusi fiskal daerah;

4) Analisis going concern BUMD;

5) Indikasi fraud;

6) Permasalahan dan hambatan BUMD dalam pelaksanaan bisnis;

7) Analisis kontribusi/kinerja BU Jasa Air (PDAM) dalam memenuhi kebutuhan

air bersih bagi masyarakat.

3.2 Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat

Definisi Indikator

IKK Jumlah BLUD dengan kinerja sehat adalah Jumlah BLUD dengan hasil
evaluasi kinerja yang dilakukan oleh BPKP ataupun assessor lainnya berdasarkan
kriteria penilaian mencapai predikat "Baik".

Indikator ini diukur dengan menghitung jumlah BLUD yang memiliki kinerja
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berpredikat “Baik” di tahun 2022 dari jumlah BLUD yang dievaluasi. BLUD yang
dimaksud adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). BLUD selain RSUD tidak

disertakan untuk mengukur indikator ini.

Target Perjanjian Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022

Target kinerja ini adalah sebanyak 1 (satu) BLUD. Jumlah BLUD dengan kinerja
sehat sebanyak satu atau mencapai 100,00% dari target tahun 2022, dengan
ringkasan sebagaimana disajikan pada Tabel 15.

Tabel 15
BLUD dengan Kinerja Sehat

Kriteria T .
Predikat “Baik” Nilai Kinerja Capaian IKK 2022

1 | RSUD Labuha >65 76,09 Memenuhi

Perbandingan Capaian Tahun 2022 dengan Capaian Tahun Lalu dan Target
Akhir Renstra
Perbandingan realisasi tahun 2022 dengan target tahun 2020-2024 disajikan pada

Gambar 20.
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Gambar 20
Target dan Realisasi Jumlah BLUD dengan Kinerja “Sehat”

Dari Gambar 20, jumlah BLUD dengan kinerja “sehat” tahun 2021 sebanyak
1 (satu) BLUD atau mencapai 100,00% dari target tahun 2021 sebesar 1 (satu)
BULD, sedangkan tahun 2022 sebanyak 1 (satu) BLUD atau mencapai 100,00%
dari target tahun 2022 sebanyak 1 (satu) BLUD. Hal ini menunjukkan capaian
jumlah BLUD dengan kinerja “sehat” tahun 2022 tetap dibandingkan tahun 2021.
Capaian Jumlah BLUD dengan kinerja “sehat” sampai dengan tahun 2022
sebanyak 1 (satu) BLUD atau mencapai 100,00% apabila dibandingkan dengan
target kumulatif Renstra Tahun 2020-2024 sebanyak 1 (satu) BLUD.
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Upaya-upaya penting yang telah dilakukan pada tahun 2022 untuk

mendukung pencapaian kinerja antara lain:

1) Melaksanakan Pendampingan dan Workshop Penguatan Peran SPI dan Tata
Kelola BLUD pada RSUD Dr. H. Chasan Boesaoirie;

2) Melaksanakan Bimbingan Teknis Penguatan Tata Kelola dan Pelaporan
Keuangan BLUD pada RSUD Labuha;

3) Melaksanakan Sosialisasi Penerapan Manejemen Risiko pada RSD Tidore
Kepulauan;

4) Melaksanakan Evaluasi Kinerja BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Labuha

Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Buku 2021.

1
A

Gambar 21
Dokumentasi Pelaksanaan Sasaran Kegiatan 3 IKK 3.2

Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2023

Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara akan melakukan:

1) Sensus pemetaan infrastruktur yang sudah ada dan belum terbangun secara
terpadu (infrastruktur tata kelola, pengelolaan risiko, dan satuan pengawas
intern) pada BLUD di Provinsi Maluku Utara.

2) Evaluasi kinerja pada BLUD di Provinsi Maluku Utara untuk mendapatkan
informasi mengenai laporan kinerja dan keuangan, laporan kasus fraud dan
perkembangan penyelesaiannya, data capaian Standar Pelayanan Minimal
BLUD, peningkatan kualitas layanan paska penerapan status BLUD,
permasalahan dan hambatan BLUD. Dari informasi tersebut diharapkan dapat
memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi pengelolaan
BLUD.

3.3 Jumlah BUMDes yang Mampu Menyusun Laporan

Definisi Indikator
IKK jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan keuangan adalah BUMDes
yang dapat menyusun laporan keuangan setelah adanya kegiatan pendampingan

penyusunan laporan keuangan dari BPKP.
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Indikator ini dihitung dengan menghitung jumlah BUMDes yang mampu menyusun

laporan keuangan setelah adanya pendampingan oleh BPKP.

Target Perjanjian Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022

Target kinerja ini adalah sebanyak 26 BUMDes. Pada tahun 2022, Jumlah
BUMDes yang mampu menyusun laporan sebanyak 31 atau mencapai 119,23%
dari target tahun 2022, dengan ringkasan sebagaimana disajikan pada Tabel 16.

Tabel 16
Realisasi BUMDes yang Mampu Menyusun Laporan

Kabupaten/Kota

Desa/Kelurahan

1 Tarakan Bobanehena Halmahera Barat

2 Sagea Mandiri Sagea Halmahera Tengah
3 Rawajaya Rawajaya Halmahera Utara

4 Rajawali Kusu Halmahera Utara

5 Wari Wari Halmahera Utara

6 Gamsungi Gamsungi Halamhera Utara

7 Marahai Pitu Halmahera Utara

8 Makuhida Kaputusan Halmahera Selatan
9 Lestari Suma Tinggi Halmahera Selatan
10 | Tomori Tomori Halmahera Selatan
11 | Marabose Mandiri Marabose Halmahera Selatan
12 | Marimabati Sumae Halmahera Selatan
13 | Amskal Pratama Amasing Kali Halmahera Selatan
14 | Mandiri Sejahtera Nursifa Halmahera Selatan
15 | Berdikari Hidayat Halmahera Selatan
16 | Mangon Jaya Mangon Kepulauan Sula

17 | Fahahu Falahu Kepulauan Sula

18 | Kam Fagud Fagudu Kepulauan Sula

19 | Lolaro Wayabula Wayabula Pulau Morotai

20 | Borero Ampera Tidore Kepulauan
21 | Lola Mandiri Lola Tidore Kepulauan
22 | Kusuma Mandiri Kusu Sinopa Tidore Kepulauan
23 | Sismaito Ake Tobololo Aketobololo Tidore Kepulauan
24 | Ahu Majoma Mare Gam Tidore Kepulauan
25 | Garo Malaha Oba Tidore Kepulauan
26 | Karya Tani Bale Tidore Kepulauan
27 | Pamo Riwo Gosale Tidore Kepulauan
28 | Berkah Balbar Tidore Kepulauan
29 | Restu Usaha Bumi Restu Halmahera Timur
30 | Sari Usaha Mekar Sari Halmahera Timur
31 | Trisuba Mandiri Elvanun Halmahera Timur
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Perbandingan Capaian Tahun 2022 dengan Capaian Tahun Lalu dan Target
Akhir Renstra

Perbandingan realisasi tahun 2022 dengan target tahun 2020-2024 disajikan pada
Gambar 22.
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Gambar 22
Target dan Realisasi Jumlah BUMDes yang Mampu Menyusun Laporan

Dari Gambar 22, jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan tahun 2021
sebanyak 16 (enam belas) BUMDes atau mencapai 100,00% dari target tahun
2021 sebanyak 16 (enam belas) BUMDes, sedangkan tahun 2022 sebanyak 31
atau mencapai 119,23% dari target tahun 2022 sebanyak 26 BUMDes. Hal ini
menunjukkan capaian jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan yang
terealisasi tahun 2022 meningkat sebanyak 15 (lima belas) atau 93,75%
dibandingkan dengan 2021.

Capaian Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan sampai dengan tahun
2022 sebanyak 31 BUMDes atau mencapai 86,11% apabila dibandingkan dengan
target kumulatif Renstra Tahun 2020-2024 sebanyak 36 BUMDes.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan pada tahun 2022 untuk

mendukung pencapaian kinerja antara lain:

1) Bimbingan Teknis Peningkatan Tata Kelola Keuangan BUMDes di Wilayah
Provinsi Maluku Utara;

2) Bimibingan Teknis Implementasi Aplikasi SAKTI BUM Desa di Wilayah
Kabupaten Halmahera Timur;

3) Bimbingan Teknis Implementasi Aplikasi SAKTI BUM Desa di Wilayah

Kabupaten Halmahera Utara;
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Gambar 23
Dokumentasi Pelaksanaan Sasaran Kegiatan 3 IKK 3.3

Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2023

Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara akan:

1) Melaksanakan Asistensi Tata Kelola Keuangan dan Internal Control,
Pendampingan Penyusunan Neraca Awal, Pendampingan Penyusunan
Transaksi (termasuk aktiva tetap dan penyusutan serta pajak penghasilan)
dengan menggunakan implementasi SAKTI BUMDES, serta melakukan
analisis hambatan/kendala implementasinya dengan unsur Man, Money,
Method, Machine, Material.

2) Membuka helpdesk SIA BUMDes menggunakan aplikasi SAKTI BUMDES.

Jumlah BUMDes yang Memberikan Kontribusi pada Perekonomian Desa

Definisi Indikator

IKK jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa
BUMDes yang telah mampu memberikan kontribusi kepada perekonomian desa
berupa PADes (Pendapatan Asli Desa).

Indikator ini dihitung dengan menghitung jumlah BUMDes yang telah mampu
memberikan kontribusi perekonomian desa berupa penyetoran PADes kepada

desa.

Target Perjanjian Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022

Target kinerja ini adalah sebanyak 2 (dua) BUMDes. Pada tahun 2022, Jumlah
BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa sebanyak 2 (dua)
atau mencapai 100,00% dari target tahun 2022, dengan ringkasan sebagaimana

disajikan pada Tabel 17.

Tabel 17
Realisasi BUMDes yang Memberikan Kontribusi pada Perekonomian Desa
No BUMDes Kabupaten/Kota Nilai PADes
1 | BumiRestu Halmahera Timur Rp17.482.575,00
2 | Usaha Mandiri Halmahera Timur Rp7.500.000,00
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Perbandingan Capaian Tahun 2022 dengan Capaian Tahun Lalu dan Target
Akhir Renstra

Perbandingan realisasi tahun 2022 dengan target tahun 2020-2024 disajikan pada

Gambar 24.
M Target M Realisasi
2,5
2 2
2
1,5
1
0,5
0
2020 2021 2022 2023 2024
Gambar 24

Target dan Realisasi Jumlah BUMDes yang Memberikan Kontribusi pada
Perekonomian Desa

Dari Gambar 24, Jumlah BUMDes yang Memberikan Kontribusi pada
Perekonomian Desa tahun 2020 dan 2021 tidak terdapat nilai target dan realisasi,
sehingga tidak dapat diungkapkan perbandingan dengan kinerja tahun 2022.

Capaian Jumlah BUMDes yang Memberikan Kontribusi pada Perekonomian Desa
sampai dengan tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan target tahun 2020-
2024 dikarenakan belum ada revisi renstra terkait target Jumlah BUMDes yang

Memberikan Kontribusi pada Perekonomian Desa sampai dengan tahun 2024.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan pada tahun 2022 untuk

mendukung pencapaian kinerja antara lain:

1) Evaluasi Peran BUM Desa dalam Pengembangan Potensi Desa di Wilayah
Kabupaten Halmahera Tengah, dan

2) Evaluasi Peran BUM Desa dalam Pengembangan Potensi Desa di Wilayah

Kabupaten Halmahera Timur.
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Gambar 25
Dokumentasi Pelaksanaan Sasaran Kegiatan 3 IKK 3.4

Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2023

Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara akan:

1) Melaksanakan Asistensi Tata Kelola Keuangan dan Internal Control,
Pendampingan Penyusunan Neraca Awal, Pendampingan Penyusunan
Transaksi (termasuk aktiva tetap dan penyusutan serta pajak penghasilan)
dengan menggunakan implementasi SAKTI BUMDES, serta melakukan
analisis hambatan/kendala implementasinya dengan unsur Man, Money,
Method, Machine, Material.

2) Membuka helpdesk SIA BUMDes menggunakan aplikasi SAKTI BUMDES.

Rata-rata capaian Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan
atas Akuntabilitas Badan Usaha sebesar 104,81%, telah mencapai target tahun 2022.
Capaian sasaran program/sasaran kegiatan 3 didukung dengan realisasi dana sebesar
Rp186.595.778,00 atau 99,98% dari anggaran sebesar Rp186.626.200,00 dan
indikator output kegiatan (IOK) sebanyak 32 laporan atau 1.600,00% dari target RKA
sebanyak 2 laporan, serta OH sebanyak 1.131 OH atau 92,63% dari rencana sebanyak
1.221 OH.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran program/sasaran kegiatan 3 telah
dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 1.600,00%, lebih tinggi

daripada capaian penggunaan dana sebesar 99,98%.

Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran program/sasaran kegiatan 3 telah
dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 1.600,00%, lebih tinggi

daripada capaian penggunaan OH sebesar 92,63%.
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Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas

Pengendalian Korupsi

Tabel 18
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Kegiatan 4
Capaian
(%)
4 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi

Notifikasi

Sasprog/Saskeg/IKK SEWIE] Target Realisasi

4.1 | Persentase hasil
pengawasan represif
yang Persen 100 100 100,00% .
dimanfaatkan/ditindakl
anjuti

4.2 | Persentase hasil
Pengawasan preventif
dan edukatif yang Persen 80 100 125,00% .
dimanfaatkan/ditindakl
anjuti

4.3 | Jumlah Pemerintah
Daerah dengan

Efektivitas Pemerintah 2 3 150,00% O
. . Daerah

Pengendalian Korupsi

Baik

4.4 | Jumlah Pemerintah
Daerah .
menindaklanjuti Area Pemerintah 1 2 200,00% .
Daerah

Of Improvement dari
hasil pengukuran EPK

Pencapaian sasaran program/sasaran kegiatan 4: Meningkatnya Pengawasan
Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi diukur dengan menggunakan

4 (empat) indikator kinerja yaitu:

4.1 Nilai Persentase Hasil Pengawasan Represif yang

Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti

Definisi Indikator

IKK Nilai Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti
adalah pengawasan BPKP Bidang Investigasi yang berorientasi represif dalam
konteks pengendalian korupsi meliputi pelaksanaan audit investigatif, audit
penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN), pemberian keterangan abhli,
dan audit dengan tujuan tertentu lainnya.

Indikator ini diukur dengan membagi Jumlah KLPBU/APH yang menindaklanjuti
rekomendasi dengan Jumlah penugasan pengawasan represif. Yang dimaksud
K/L/P/BU/APH menindaklanjuti hasil pengawasan represif dalam indikator ini
adalah K/L/P/IBU/APH dan atau instansi penegak hukum yang meminta
penugasan, menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan sebagaimana tertuang

di dalam laporan hasil audit.
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Target Perjanjian Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022

Target kinerja ini sebesar 100,00%. Pada tahun 2022, Nilai Persentase Hasil
Pengawasan Represif yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti adalah 100,00% atau
mencapai 100,00% dari target tahun 2022. Hasil tersebut merupakan hasil
perhitungan dari 24 hasil pengawasan yang sudah dimanfaatkan/ditindaklanjuti

dibagi dengan 24 penugasan pengawasan yang bersifat represif.

Perbandingan Capaian Tahun 2022 dengan Capaian Tahun Lalu dan Target
Akhir Renstra
Perbandingan realisasi tahun 2022 dengan target tahun 2020-2024 disajikan pada

Gambar 26.
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Gambar 26
Target dan Realisasi Nilai Persentase Hasil Pengawasan Represif yang
Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti

Dari Gambar 26, nilai persentase hasil pengawasan represif yang
dimanfaatkan/ditindaklanjuti tahun 2021 sebesar 100,00% atau mencapai
100,00% dari target tahun 2021 sebesar 100,00%, sedangkan tahun 2022
sebesar 100,00% atau mencapai 100,00% dari target tahun 2022 sebesar
100,00%. Hal ini menunjukkan capaian nilai persentase hasil pengawasan represif
yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti tahun 2022 tetap konsisten dibandingkan tahun
2021.

Capaian Nilai persentase hasil pengawasan represif yang

dimanfaatkan/ditindaklanjuti sampai dengan tahun 2022 sebesar 100,00% atau
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mencapai 100,00% apabila dibandingkan dengan target kumulatif Renstra Tahun
2020-2024 sebesar 100,00%.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan pada tahun 2022 untuk
mendukung pencapaian kinerja antara lain:

Efektivitas pelaksanaan 24 kegiatan Pemberian Keterangan Ahli antara lain PKA
di hadapan Penyidik Kejaksaan sebanyak 9 (sembilan) kegiatan, PKA di hadapan
penyidik Polres/Polda sebanyak 3 (tiga) kegiatan dan PKA dalam persidangan
Tindak Pidana Korupsi sebanyak 12 (dua belas) kegiatan.

Gambar 27
Dokumentasi Pelaksanaan Sasaran Kegiatan 4 IKK 4.1

Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2023

Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara akan melakukan:

1) Memonitoring perkembangan perkara tipikor yang pernah dilakukan Audit
Investigatif dan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.

2) Meningkatkan koordinasi dengan Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum.

3) Meningkatkan kompetensi Auditor secara berkelanjutan.

4.2 Persentase Hasil Pengawasan Preventif dan Edukatif yang

Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti

Definisi Indikator

IKK Persentase Hasil Pengawasan Preventif dan Edukatif yang
Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti didefinisikan sebagai persentase K/L/P/BU yang
menindaklanjuti hasil pengawasan edukatif dan preventif.

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah K/L/P/BU yang telah
menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan edukatif dan preventif dengan
jumlah KLPBU sasaran pengawasan edukatif dan preventif. Pengawasan edukatif
dan preventif dimaksudkan upaya pencegahan dan pengendalian korupsi melalui
berbagai instrumen pengawasan, dari pembinaan SPIP, GCG, dan pengawasan

intern lainnya yang mengelola risiko operasional serta instrumen yang secara
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khusus berfokus pada risiko korupsi.

Target Perjanjian Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022

Target kinerja ini sebesar 80,00%. Pada tahun 2022, Persentase Hasil
Pengawasan Preventif dan Edukatif yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti adalah
100,00% atau mencapai 125,00% dari target tahun 2022.

Perbandingan Capaian Tahun 2022 dengan Capaian Tahun Lalu dan Target
Akhir Renstra
Perbandingan realisasi tahun 2022 dengan target tahun 2020-2024 disajikan pada

Gambar 28.
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Gambar 28
Target dan Realisasi Persentase Hasil Pengawasan Preventif dan Edukatif yang
Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti

Dari Gambar 28, persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang
dimanfaatkan/ditindaklanjuti tahun 2021 sebesar 80,00% atau mencapai 106,67%
dari target tahun 2021 sebesar 75,00%, sedangkan tahun 2022 sebesar 100,00%
atau mencapai 125,00% dari target tahun 2022 sebesar 80,00%. Hal ini
menunjukkan capaian persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang
dimanfaatkan/ditindaklanjuti tahun 2022 meningkat sebesar 20,00%, atau 25,00%
dibandingkan tahun 2021.

Capaian Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang
dimanfaatkan/ditindaklanjuti sampai dengan tahun 2022 sebesar 100,00% atau
mencapai 111,11% apabila dibandingkan dengan target kumulatif Renstra Tahun
2020-2024 sebesar 90,00%.
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Upaya-upaya penting yang telah dilakukan pada tahun 2022 untuk

mendukung pencapaian kinerja antara lain:

Pengkomunikasian tujuan dan manfaat Pengawasan kepada pihak-pihak yang
paling berkepentingan sebelum pelaksanaan penugasan agar Pimpinan K/L/P/BU
memperoleh kesepahaman pentingnya pencegahan risiko korupsi.

1) Profiling Risiko Fraud Tata Kelola dan Akuntabilitas Aset Desa pada
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2022.

2) Profiling Risiko Fraud atas Program Lumbung Perikanan Nasional pada Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara Tahun 2022.

3) Profiling Risiko Fraud pada Kegiatan Penyediaan Akses dan Kapasitas
Jaringan Internet pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota
Ternate.

4) Profiing Risiko Fraud pada Kegiatan Dukungan Peralatan Produksi
Perikanan.

5) Konsultansi Pengendalian Kecurangan dalam Penyusunan Kebijakan Anti
Fraud pada Inspektorat Daerah Kota Tidore Kepulauan.

6) Profiling Risiko Kecurangan pada Kegiatan Reformasi Sistem Kesehatan
Kualitas dan Redistribusi Tenaga Kesehatan.

7) Sosialisasi Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK) dan Peningkatan
Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi pada Pemerintah Kabupaten

Halmahera Barat.

Gambar 29
Dokumentasi Pelaksanaan Sasaran Kegiatan 4 IKK 4.2

Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2023
Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara akan melakukan:

1) Memonitoring pelaksanaan tindak lanjut kepada Instansi terkait.

2) Melakukan Bimtek pada Kegiatan Preventif yang telah dilakukan Sosialisasi di

tahun sebelumnya.
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4.3 Jumlah Pemerintah Daerah dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik

Definisi Indikator

IKK Jumlah Pemerintah Daerah dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik
adalah jumlah pemerintah daerah dengan indeks efektivitas pengendalian korupsi
sebesar 3,00 (baik), meliputi Pilar Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi,
Penerapan Strategi Pencegahan, dan Penanganan Kejadian Korupsi.

Indikator ini diukur dengan Hasil Penilaian Indeks Efektivitas Pengendalian

Korupsi dari Hasil Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi.

Target Perjanjian Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022

Target kinerja ini sebanyak 2 (dua) Pemerintah Daerah. Pada tahun 2022, Jumlah
Pemerintah Daerah dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik adalah 3 (tiga)
atau mencapai 150,00% dari target tahun 2022, dengan ringkasan sebagaimana
pada Tabel 19.

Tabel 19
Pemerintah Daerah dengan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik

Indeks Efektivitas
Pengendalian Korupsi

Pemerintah Daerah

1 Provinsi Maluku Utara 3,00
2 Kota Tidore Kepulauan 3,00
3 Kabupaten Halmahera Barat 3,00

Perbandingan Capaian Tahun 2022 dengan Capaian Tahun Lalu dan Target
Akhir Renstra
Perbandingan realisasi tahun 2022 dengan target tahun 2020-2024 disajikan pada

Gambar 30.
B Target M Realisasi
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Gambar 30
Target dan Realisasi Jumlah Pemerintah Daerah dengan Efektivitas
Pengendalian Korupsi Baik
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Dari Gambar 30, Jumlah Pemerintah Daerah dengan Efektivitas Pengendalian
Korupsi Baik tahun 2020 dan 2021 tidak terdapat nilai target dan realisasi,
sehingga tidak dapat diungkapkan perbandingan dengan kinerja tahun 2022.
Capaian Jumlah Pemerintah Daerah dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi
Baik sampai dengan tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan target Renstra
tahun 2020-2024 dikarenakan belum ada revisi renstra terkait target Jumlah
Pemerintah Daerah dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik sampai
dengan tahun 2024.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan pada tahun 2022 untuk

mendukung pencapaian kinerja antara lain:

1) Kegiatan Peningkatan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) pada
Pemerintah Kota Ternate Tahun 2022.

2) Peningkatan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) pada
Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2022.

3) Sosialisasi Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK) dan Peningkatan
Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi pada Pemerintah Kabupaten

Halmahera Barat.

Capaian kinerja yang cukup tinggi melampaui target didukung dengan
upaya perbaikan pada pemerintah daerah antara lain:
Membantu pemerintah daerah menindaklanjuti Area of Improvement (Aol) hasil

assessment IEPK tahun sebelumnya.

Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2023

Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara akan melakukan:

1) Memonitoring pelaksanaan tindak lanjut Area of Improvement (Aol) hasil
assessment IEPK kepada Instansi terkait per semester.

2) Melakukan kegiatan peningkatan IEPK pada kabupaten lain yang belum

mencapai kriteria baik.

4.4 Jumlah Pemerintah Daerah yang menindaklanjuti Area of Improvement dari

hasil pengukuran EPK

Definisi Indikator:

IKK Jumlah Pemerintah Daerah yang menindaklanjuti Area of Improvement dari
hasil pengukuran EPK adalah Jumlah pemerintah daerah yang menindaklanjuti
AOI dari hasil pengukuran Efektivitas Pengendalian Korupsi atas jumlah
rekomendasi hasil pengukuran EPK.

Penilaian Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi didapatkan dari hasil penilaian
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maturitas SPIP terintegrasi.

Target Perjanjian Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022

Target kinerja ini sebanyak 1 (satu) Pemerintah Daerah. Pada tahun 2022, Jumlah
Pemerintah Daerah yang menindaklanjuti Area Of Improvement dari hasil
pengukuran EPK mencapai 2 (dua) Pemerintah Daerah atau mencapai 200% dari
target tahun 2022 vyaitu pada Pemerintah Kota Ternate dan Pemerintah

Kabupaten Halmahera Selatan.

Perbandingan Capaian Tahun 2022 dengan Capaian Tahun Lalu dan Target
Akhir Renstra
Perbandingan realisasi tahun 2022 dengan target tahun 2020-2024 disajikan pada

Gambar 31.
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Gambar 31
Target dan Realisasi Jumlah Pemerintah Daerah menindaklanjuti Area of
Improvement dari hasil pengukuran EPK

Dari Gambar 31, Jumlah Pemerintah Daerah menindaklanjuti Area of
Improvement dari hasil pengukuran EPK tahun 2020 dan 2021 tidak terdapat nilai
target dan realisasi, sehingga tidak dapat diungkapkan perbandingan dengan
kinerja tahun 2022.

Capaian Jumlah Pemerintah Daerah menindaklanjuti Area of Improvement dari
hasil pengukuran EPK sampai dengan tahun 2022 tidak dapat dibandingkan
dengan target tahun 2020-2024 dikarenakan belum ada revisi renstra terkait target
Jumlah Pemerintah Daerah menindaklanjuti Area of Improvement dari hasil

pengukuran EPK sampai dengan tahun 2024.
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Upaya-upaya penting yang telah dilakukan pada tahun 2022 untuk

mendukung pencapaian kinerja antara lain:

1) Kegiatan Peningkatan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) pada
Pemerintah Kota Ternate Tahun 2022.

2) Peningkatan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) pada
Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2022.

3) Sosialisasi Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK) dan Peningkatan
Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi pada Pemerintah Kabupaten

Halmahera Barat.

Capaian kinerja yang cukup tinggi melampaui target didukung dengan
upaya perbaikan pada pemerintah daerah antara lain:
Membantu pemerintah daerah menindaklanjuti Area of Improvement (Aol) hasil

assessment IEPK tahun sebelumnya.

Upaya Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2023

Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara akan melakukan:

1) Memonitoring pelaksanaan tindak lanjut Area of Improvement (Aol) hasil
assessment IEPK kepada Instansi terkait per semester.

2) Melakukan kegiatan peningkatan IEPK pada kabupaten lain yang belum
mencapai kriteria baik.

Rata-rata capaian Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan
atas Efektivitas Pengendalian Korupsi sebesar 143,75%, telah mencapai/melampaui
target tahun 2022. Capaian sasaran program/sasaran kegiatan 4 didukung dengan
realisasi dana sebesar Rp204.687.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar
Rp204.687.000,00 dan indikator output kegiatan (IOK) sebanyak 12 laporan atau
600,00% dari target RKA sebanyak 2 laporan, serta OH sebanyak 252 OH atau 98,44%

dari rencana sebanyak 256 OH.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran program/sasaran kegiatan 4 telah
dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 600,00%, lebih besar

daripada capaian penggunaan dana sebesar 100,00%.

Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran program/sasaran kegiatan 4 telah
dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 600,00%, lebih tinggi

daripada capaian penggunaan OH sebesar 98,44%.
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Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas
Pengendalian Intern K/L/P/BU

Tabel 20
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Kegiatan 5

Sasprog/Saskeg/IKK ‘ Satuan Target ‘ REEURES] Ca(ﬁ))z)lan ‘ Notifikasi
5 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU
5.1 | Jumlah APIP Provinsi
dengan Kapabilitas APIP Prov 1 1 100,00% O
2 Level 3
5.2 | Jumlah APIP
Kabupaten/Kota dengan Kabupaten 0
Kapabilitas APIP = Level IKota s 5 166,67% ®
3
5.3 | Jumlah Provinsi dengan 0
Maturitas SPIP = Level 3 Prov 1 1 100,00% .
5.4 | Jumlah Kabupaten/Kota
dengan Maturitas SPIP = Kabupaten 3 4 133,33% .
/Kota
Level 3
5.5 | Jumlah Kabupaten/Kota Kabupaten 0
dengan MRI = Level 3 /Kota L 4 400,00% .
5.6 | Jumlah Desa yang
pengelolaan Desa 20 807 4035,00% .
keuangannya akuntabel
5.7 | Jumlah Desa yang
menerapkan pengelolaan o
aset desa secara Desa 20 . 125,00% .
memadai

Pencapaian sasaran program/sasaran kegiatan 5: Meningkatnya Pengawasan
Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU diukur dengan

menggunakan 7 (tujuh) indikator kinerja yaitu:

5.1 Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP 2 Level 3

Definisi Indikator
IKK Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP = Level 3 adalah total jumlah
APIP Provinsi dengan level kapabilitas APIP = Level 3. Level 3 dimaksud adalah

level 3 penuh sesuai hasil quality assurance Deputi PPKD.

Target Perjanjian Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022

Target Kinerja Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP = Level 3 pada
tahun 2022 adalah sebanyak 1 (satu) APIP. Pada tahun 2022, Jumlah APIP
Provinsi dengan Kapabilitas APIP = Level 3 adalah sebanyak 1 (satu) APIP
Provinsi atau 100,00% dari target tahun 2022, dengan ringkasan sebagaimana

disajikan pada Tabel 21.
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Tabel 21
APIP Provinsi yang telah Mencapai Kapabilitas APIP = Level 3

No. Inspektorat No LHR PPKD No Lap QA No SP Deputi PPKD
LHR- LQAPIP-
insi P-2524/D3/04/201
1 | Provinsi 549/d.3.04/2/2019, 459/PW33/6/2019, SP-2524/D3/04/2019,

Maluku Utara 26 Desember 2019

18 Desember 2019 26 Desember 2019

Perbandingan Capaian Tahun 2022 dengan Capaian Tahun Lalu dan Target
Akhir Renstra
Perbandingan realisasi tahun 2022 dengan target tahun 2020-2024 disajikan pada

Gambar 32.
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Gambar 32
Target dan Realisasi Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP = Level 3

Dari Gambar 32, Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP = Level 3 tahun
2021 sebanyak 1 (satu) APIP Provinsi atau mencapai 100,00% dari target tahun
2021 sebanyak 1 (satu) APIP Provinsi, sedangkan tahun 2022 sebanyak 1 (satu)
APIP Provinsi atau mencapai 100,00% dari target tahun 2022 sebanyak 1 (satu)
APIP Provinsi. Hal ini menunjukkan capaian Jumlah APIP Provinsi dengan
Kapabilitas APIP = Level 3 tahun 2022 tetap konsisten dibandingkan dengan
tahun 2021.

Kapabilitas APIP level 3 yang diperoleh oleh APIP Provinsi Maluku Utara sesuai
hasil quality assurance Deputi PPKD BPKP pada tahun 2019 tersebut, dari
evaluasi pada tahun 2022 Kapabilitas APIP Level 3 masih dapat dipertahankan
APIP Provinsi Maluku Utara.

Capaian Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP = Level 3 sampai dengan
tahun 2022 sebanyak 1 (satu) APIP Provinsi atau 100,00% apabila dibandingkan
dengan target kumulatif Renstra Tahun 2020-2024 sebanyak 1 (satu) APIP

Provinsi.
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Gambar 33
Dokumentasi Pelaksanaan Sasaran Kegiatan 5 IKK 5.1

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan pada tahun 2022 untuk

mendukung pencapaian kinerja antara lain:

1) Menyelenggarakan Diklat JFA/subtantif.

2) Kegiatan bimbingan teknis, sosialisasi baik tentang kapabilitas APIP dengan
media daring atau tatap muka.

3) Pemantauan Perkembangan Kapabilitas APIP

4) Melakukan Coaching Clinic

5) Joint penugasan dan quality assurance.

Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2023

Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara akan melakukan:

Berdasarkan analisis Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021, terdapat beberapa

elemen yang perlu ditingkatkan dalam implementasi pedoman baru kapabilitas

APIP antara lain peran dan layanan serta implementasi manajemen risiko dalam

perencanaan, pelaksanaan pengawasan. Untuk itu strategi tindak peningkatan

capaian kinerja pada Tahun 2023 antara lain:

1) Melakukan sosialisasi pedoman peningkatan kapabilitas APIP yang baru
kepada APIP Inspektorat.

2) Berkoordinasi secara intensif dengan Inspektur Provinsi, terkait dengan
peningkatan kapabilitas APIP level 3.

3) Internalisasi pemahaman pedoman peningkatan kapabilitas APIP yang baru
kepada pegawai di Bidang P3A.

4) Berkoordinasi secara intensif dengan Tim Kapabilitas APIP Pusat terkait

dengan Perubahan pedoman/juknis peningkatan kapabilitas APIP.

5.2 Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP 2 Level 3

Definisi Indikator
IKK Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP = Level 3 adalah total
jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan level kapabilitas APIP = Level 3. Level 3

dimaksud adalah level 3 penuh sesuai hasil quality assurance Deputi PPKD.
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Target Perjanjian Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022

Target Kinerja Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP = Level 3
pada tahun 2022 adalah sebanyak 3 (tiga) APIP Kabupaten/Kota. Pada tahun
2022, Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP = Level 3 adalah
sebanyak 5 (lima) APIP Kabupaten/Kota atau 166,67% dari target tahun 2022,
dengan ringkasan sebagaimana disajikan pada Tabel 22.

Tabel 22
Inspektorat yang telah Mencapai Kapabilitas APIP = Level 3

No. | Inspektorat No LHR PPKD

No Lap QA No SP Deputi PPKD
Kabupaten | LHR- LQAPIP-
1 Halmahera | 527/d.3.04/2/2019, 452/PW33/6/2019, gj ;esselr/n[)bse/:)gng 919’
Selatan 16 Desember 2019 17 Desember 2019
. LHR- LQAPIP-
2 Ezti;'s;e 548/d.3.04/2/2019, 460/PW33/6/2019, g’g';z:rﬁ?ggfglg’
P 18 Desember 2019 26 Desember 2019
LHR- LQAPIP-
3 _'?2:?6@ 170/d.3.04/2/2019, 331/PW33/6/2019, fg 332%332/815019’
26 September 2019 9 Oktober 2019
Kabupaten | LHR- LQAPIP-
4 Halmahera | 269/D3.04/2/2020, 458/PW33/6/2019, ii;ﬂ;ﬁfg ZOZl'
Barat 21 Desember 2020 26 Desember 2019
Kabupaten | LHR- LQAPIP-
5 Halmahera 268/D3.04/2/2020, 457/PW33/6/2019, iza?i/z’?lzogﬁozj"
Utara 21 Desember 2020 26 Desember 2019

Perbandingan Capaian Tahun 2022 dengan Capaian Tahun Lalu dan Target
Akhir Renstra
Perbandingan realisasi tahun 2022 dengan target tahun 2020-2024 disajikan pada

Gambar 34.
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Gambar 34
Target dan Realisasi Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP =

Level 3
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Dari Gambar 34, Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP = Level
3 tahun 2021 sebanyak 5 (lima) APIP Kabupaten/Kota atau mencapai 100,00%
dari target tahun 2021 sebanyak 5 (lima) APIP Kabupaten/Kota, sedangkan tahun
2022 sebanyak 5 (lima) APIP Kabupaten/Kota atau mencapai 166,67% dari target
tahun 2022 sebanyak 3 (tiga) APIP Kabupaten/Kota. Hal ini menunjukkan capaian
Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP = Level 3 tahun 2022
tetap konsisten dibandingkan dengan tahun 2021.

Kapabilitas APIP Level 3 yang diperoleh 5 (lima) APIP Kabupaten/Kota sesuai
hasil quality assurance Deputi PPKD BPKP pada tahun 2019 sampai dengan 2021
tersebut dari evaluasi pada tahun 2022 Kapabilitas APIP Level 3 masih
dipertahankan oleh 5 (lima) APIP tersebut.

Capaian jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP = Level 3 sampai
dengan tahun 2022 sebanyak 5 (lima) APIP Kabupaten/Kota atau mencapai
55,56% apabila dibandingkan dengan target kumulatif Renstra Tahun 2020-2024
sebanyak 9 (sembilan) APIP Kabupaten/Kota.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan pada tahun 2022 untuk

mendukung pencapaian kinerja antara lain:

1) Menyelenggarakan Diklat JFA/subtantif.

2) Kegiatan bimbingan teknis, sosialisasi baik tentang kapabilitas APIP dengan
media daring atau tatap muka.

3) Pemantauan Perkembangan Kapabilitas APIP

4) Melakukan Coaching Clinic

5) Joint penugasan dan quality assurance.

Gambar 35
Dokumentasi Pelaksanaan Sasaran Kegiatan 5 IKK 5.2

Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2023
Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara akan melakukan:

Berdasarkan analisis Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021, terdapat beberapa
elemen yang perlu ditingkatkan antara lain peran dan layanan serta implementasi

manajemen risiko dalam perencanaan, pelaksanaan pengawasan. Untuk itu
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strategi tindak peningkatan capaian kinerja pada Tahun 2023 antara lain:

1) Melakukan sosialisasi pedoman peningkatan kapabilitas APIP yang baru dan
pengawasan berbasis risiko kepada staf inspektorat.

2) Berkoordinasi secara intensif dengan Inspektur Kabupaten, terkait dengan
peningkatan kapabilitas APIP level 3.

3) Internalisasi pemahaman pedoman peningkatan kapabilitas APIP yang baru
kepada pegawai di bidang P3A.

4) Berkoodinasi secara intensif dengan Tim Kapabilitas APIP Pusat terkait

dengan Perubahan pedoman/juknis peningkatan kapabilitas APIP.

5.3 Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP 2 Level 3

Definisi Indikator

IKK Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP = Level 3. Tingkat maturitas SPIP
adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan SPIP dalam
mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008
tentang SPIP.

Indikator ini diukur dengan menghitung jumlah K/L/D dengan level maturitas

penyelenggaraan SPIP = Level 3.

Target Perjanjian Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022

Target Kinerja Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP = Level 3 pada tahun 2022
adalah sebanyak 1 (satu) Provinsi. Pada tahun 2022, jumlah provinsi dengan
capaian level maturitas SPIP = Level 3, adalah sebanyak 1 (satu) Provinsi atau
mencapai 100,00% dari target tahun 2022, dengan ringkasan sebagaimana
disajikan pada Tabel 23.

Tabel 23
SPIP K/L/D dengan Level Maturitas SPIP = Level 3

Pemerintah Daerah Capaian Maturitas SPIP

1 Provinsi Maluku Utara Level 3

Perbandingan Capaian Tahun 2022 dengan Capaian Tahun Lalu dan Target
Akhir Renstra

Perbandingan realisasi tahun 2022 dengan target tahun 2020-2024 disajikan pada
Gambar 36.
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Gambar 36

Target dan Realisasi Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP = Level 3

Dari Gambar 36, Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP = Level 3 tahun 2021
sebanyak 1 (satu) Provinsi atau mencapai 100,00% dari target tahun 2021
sebanyak 1 (satu) Provinsi, sedangkan tahun 2022 sebanyak 1 (satu) Provinsi
atau mencapai 100,00% dari target tahun 2022 sebanyak 1 (satu) Provinsi. Hal ini
menunjukkan capaian Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP = Level 3 tahun
2022 tetap dibandingkan dengan tahun 2021.

Capaian Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP = Level 3 sampai dengan tahun
2022 sebanyak 1 (satu) Provinsi atau mencapai 100,00% apabila dibandingkan
dengan target kumulatif Renstra Tahun 2020-2024 sebanyak 1 (satu) Provinsi.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan pada tahun 2022 untuk
mendukung pencapaian kinerja antara lain:
melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP kepada Pemerintah Provinsi

Maluku Utara.

Gambar 37
Dokumentasi Pelaksanaan Sasaran Kegiatan 5 IKK 5.3
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Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2023

Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara akan melakukan:

1) Peningkatan kegiatan pembinaan penyelenggaraan SPIP Terintegrasi kepada
Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam bentuk bimtek dan penilaian SPIP.

2) Peningkatan kompetensi SDM Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara terkait
pemahaman SPIP terintegrasi melalui peningkatan kegiatan pendidikan dan
latihan serta PPM bagi SDM Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara.

5.4 Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP 2 Level 3

Definisi Indikator

IKK Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP = Level 3. Tingkat maturitas
SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan SPIP dalam
mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008
tentang SPIP.

Indikator ini dapat diukur dengan cara menghitung jumlah K/L/D dengan level

maturitas penyelenggaraan SPIP = Level 3.

Target Perjanjian Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022

Target Kinerja Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP = Level 3 pada
tahun 2022 adalah sebanyak 3 (tiga) Kabupaten/Kota. Pada tahun 2022, jumlah
Kabupaten/Kota dengan capaian level maturitas SPIP = Level 3 adalah sebanyak

4 (empat) atau mencapai 133,33% dari target tahun 2022, dengan ringkasan

sebagaimana disajikan pada Tabel 24.

Tabel 24
Kabupaten/Kota dengan Level Maturitas SPIP = Level 3

Pemerintah Daerah Capaian Maturitas SPIP
1 | Kabupaten Halmahera Utara Level 3
2 | Kota Tidore Kepulauan Level 3
3 | Kota Ternate Level 3
4 | Kabupaten Halmahera Barat Level 3

Perbandingan Capaian Tahun 2022 dengan Capaian Tahun Lalu dan Target
Akhir Renstra

Perbandingan realisasi tahun 2022 dengan target tahun 2020-2024 disajikan pada
Gambar 38.
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Gambar 38
Target dan Realisasi Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP = Level 3

Dari Gambar 38, Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP = Level 3 tahun
2021 sebanyak 2 (dua) Kabupaten/Kota atau mencapai 100,00% dari target tahun
2021 sebanyak 2 (dua) Kabupaten/Kota, sedangkan tahun 2022 sebanyak 4
(empat) Kabupaten/Kota atau mencapai 133,33% dari target tahun 2022
sebanyak 3 (tiga) Kabupaten/Kota. Hal ini menunjukkan capaian Jumlah
Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP = Level 3 tahun 2022 meningkat
sebanyak 2 (dua) Kabupaten/Kota atau 100% dibandingkan dengan tahun 2021.
Capaian Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP = Level 3 sampai
dengan tahun 2022 sebanyak 4 (empat) Kabupaten/Kota atau mencapai 57,14%
apabila dibandingkan dengan target kumulatif Renstra Tahun 2020-2024
sebanyak 7 (tujuh) Kabupaten/Kota.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan pada tahun 2022 untuk
mendukung pencapaian kinerja antara lain:
Melakukan  pembinaan  penyelenggaraan SPIP  kepada Pemerintah

Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Maluku Utara.

Gambar 39
Dokumentasi Pelaksanaan Sasaran Kegiatan 5 IKK 5.4
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Capaian kinerja yang cukup tinggi melampaui target didukung dengan

upaya perbaikan pada pemerintah daerah antara lain:

1) Menindaklanjuti hasil Area of Improvement (Aol) QA SPIP tahun sebelumnya.

2) Menindaklanjuti hasil evaluasi perencanaan dan penganggaran pada
pemerintah daerah tahun 2022.

3) Menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP pada pemerintah daerah tahun 2022.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2023:

Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara akan melakukan:

1) Peningkatan kegiatan pembinaan penyelenggaraan SPIP Terintegrasi kepada
Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Maluku Utara dalam bentuk
bimtek dan penilaian SPIP.

2) Peningkatan kompetensi SDM Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara terkait
pemahaman SPIP terintegrasi melalui peningkatan kegiatan pendidikan dan
latihan serta PPM bagi SDM Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara.

5.5 Jumlah Kabupaten/Kota dengan MRI 2 Level 3

Definisi Indikator

IKK Jumlah Kabupaten/Kota dengan MRI = Level 3 adalah Jumlah Pemerintah
Kabupaten/Kota yang menerapkan pengelolaan risiko dan memenuhi karakteristik
MRI = Level 3.

Indikator ini diukur dengan menghitung jumlah Pemerintah Kabupaten/Kota yang

mengimplementasikan pengelolaan/manajemen risiko.

Target Perjanjian Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022

Target kinerja jumlah Pemerintah Kabupaten/Kota dengan MRI = Level 3 pada
tahun 2021 adalah sebanyak 1 (satu) Kabupaten/Kota. Pada tahun 2022, jumlah
Kabupaten/Kota dengan MRI = Level 3 adalah sebanyak 4 (empat) atau mencapai

400,00% dari target tahun 2022, dengan ringkasan sebagaimana disajikan pada

Tabel 25.
Tabel 25
Kabupaten/Kota dengan dengan MRI = Level 3
\[o} Pemerintah Daerah Capaian MRI
1 | Kabupaten Halmahera Utara Level 3
2 | Kota Tidore Kepulauan Level 3
3 | Kota Ternate Level 3
4 | Kabupaten Halmahera Barat Level 3
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Perbandingan Capaian Tahun 2022 dengan Capaian Tahun Lalu dan Target
Akhir Renstra
Perbandingan realisasi tahun 2022 dengan target tahun 2020-2024 disajikan pada

Gambar 40.
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Gambar 40
Target dan Realisasi Jumlah Kabupaten/Kota dengan MRI = Level 3

Dari Gambar 40, belum terdapat Pemerintah Kabupaten/Kota dengan MRI = Level
3 baik pada tahun 2021 atau dengan nilai capaian 0,00% dari target yang
ditetapkan, sedangkan tahun 2022 sebanyak 4 (empat) Kabupaten/Kota atau
mencapai 400,00% dari target tahun 2022 sebanyak 1 (satu) Kabupaten/Kota. Hal
ini menunjukkan capaian Jumlah Kabupaten/Kota dengan MRI = Level 3 tahun
2022 meningkat sebanyak 4 (empat) Kabupaten/Kota dibandingkan dengan tahun
2021.

Capaian Jumlah Kabupaten/Kota dengan MRI = Level 3 sampai dengan tahun
2022 sebanyak 4 (empat) Kabupaten/Kota atau mencapai 100,00% apabila
dibandingkan dengan target kumulatif Renstra Tahun 2020-2024 sebanyak 4
(empat) Kabupaten/Kota.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan pada tahun 2022 untuk
mendukung pencapaian kinerja antara lain:
melakukan pembinaan manajemen risiko kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di

wilayah Provinsi Maluku Utara.
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Gambar 41
Dokumentasi Pelaksanaan Sasaran Kegiatan 5 IKK 5.5

Capaian kinerja yang cukup tinggi melampaui target didukung dengan

upaya perbaikan pada pemerintah daerah antara lain:

1) Menetapkan kebijakan manajemen risiko tentang pedoman manajemen risiko
pada pemerintah daerah melalui peraturan bupati/walikota.

2) Menetapkan struktur pengelola risiko pada pemerintah daerah melalui surat
keputusan bupati/walikota.

3) Mengalokasikan anggaran kegiatan implementasi manajemen risiko pada
APBD pemerintah daerah.

4) Memetakan risiko terkait kemitraan berdasarkan pada proses bisnis.

5) Melakukan proses pengelolaan risiko mulai dari penetapan konteks sampai
dengan penyusunan dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

6) Melakukan tindak pengendalian dan memonitoring tingkat efektivitasnya.

Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2023

Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara akan melakukan:

1) Peningkatan kegiatan pembinaan manajemen risiko kepada Pemerintah
kabupaten/kota di wilayah Provinsi Maluku Utara;

2) Peningkatan kompetensi SDM Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara terkait
pemahaman manajemen risiko melalui peningkatan kegiatan pendidikan dan
latihan serta PPM bagi SDM Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara.

Jumlah Desa yang Pengelolaan Keuangannya Akuntabel

Definisi Indikator

IKK Jumlah desa yang Menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
menunjukkan sejauh mana tingkat ketaatan pemerintah desa dalam menyusun
laporan pertanggungjawaban keuangan desa sesuai ketentuan.

Indikator ini diukur dengan analisis terhadap jumlah desa yang telah menyusun

laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan dari jumlah desa seluruhnya.
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Target Perjanjian Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022
Target kinerja indikator ini pada tahun 2022 adalah 20 Desa. Pada tahun 2022,
Jumlah Desa yang telah menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

Desa adalah sebanyak 807 desa atau mencapai 4.035,00% dari target kumulatif

tahun 2022, dengan ringkasan sebagaimana disajikan pada Tabel 26.

Tabel 26
Jumlah Desa yang Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Kabupaten/Kota Jumlah Desa JIER PSR Persen
Menyusun LPJ

1 249 249 100,00%
2 Kab. Halmahera Utara 196 5 2,55%
3 Kab. Pulau Morotai 88 88 100,00%
4 Kab. Kepulauan Sula 78 78 100,00%
5 Kab. Halmahera Tengah 61 61 100,00%
6 Kab. Halmahera Barat 169 153 90,53%
7 Kab. Halmahera Timur 102 102 100,00%
8 Kota Tidore Kepulauan 49 49 100,00%
9 Kab. Pulau Taliabu 71 22 30,99%
Jumlah 1.063 807 75,92%

Perbandingan Capaian Tahun 2022 dengan Capaian Tahun Lalu dan Target
Akhir Renstra
Perbandingan realisasi tahun 2020 sampai dengan 2022 disajikan pada Gambar

42.
W Target M Realisasi
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Gambar 42

Target dan Realisasi Jumlah Desa yang Pengelolaan Keuangannya Akuntabel

Dari Gambar 42, Jumlah Desa yang Pengelolaan Keuangannya Akuntabel tahun
2021 sebanyak 802 Desa atau mencapai 188,26% dari target tahun 2021
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sebanyak 426 Desa. Sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 807 Desa atau
mencapai 4.035,00% dari target tahun 2022 sebanyak 20 Desa. Hal ini
menunjukkan capaian Jumlah Desa yang Pengelolaan Keuangannya Akuntabel
tahun 2022 mengalami peningkatan sebanyak 5 (lima) Desa atau 0,62%
dibandingkan dengan tahun 2021.

Capaian Jumlah Desa yang Pengelolaan Keuangannya Akuntabel sampai dengan
tahun 2022 adalah sebanyak 807 Desa atau mencapai 138,18% apabila
dibandingkan dengan target kumulatif Renstra Tahun 2020-2024 sebanyak 584
Desa.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan pada tahun 2022 untuk
mendukung pencapaian kinerja antara lain:

1) Melakukan monitoring implementasi Siskeudes.

2) Melakukan bimtek Siskeudes.

Gambar 43
Dokumentasi Pelaksanaan Sasaran Kegiatan 5 IKK 5.6

Capaian kinerja yang cukup tinggi melampaui target didukung oleh:
Koordinasi yang instens dan efektif dengan Dinas PMD Kabupaten/Kota terkait

implementasi Siskeudes.

Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2023
Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara akan melakukan:

Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi Siskeudes kepada
Dinas PMD Kabupaten/Kota.

5.7 Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa secara Memadai

Definisi Indikator
IKK Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai
ditunjukkan dengan adanya peraturan bupati/wali kota terkait dengan pengelolaan

aset desa, adanya sosialisasi/pembinaan tentang aset desa, adanya bukti
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inventarisasi aset desa telah dilaksanakan, dan adanya berita acara mengenai
hasil inventarisasi aset desa.
Indikator ini dapat diukur dengan menghitung jumlah desa yang telah menerapkan

pengelolaan aset desa secara memadai.

Target Perjanjian Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022
Target kinerja indikator ini pada tahun 2022 adalah 20 desa. Pada tahun 2022,
Jumlah Desa yang telah menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai

sebanyak 25 desa atau mencapai 125,00% dari target kumulatif tahun 2022.

Perbandingan Capaian Tahun 2022 dengan Capaian Tahun Lalu dan Target
Akhir Renstra

Perbandingan realisasi tahun 2022 dengan target tahun 2020-2024 disajikan pada
Gambar 44.
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Gambar 44
Target dan Realisasi Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa
secara Memadai

Dari Gambar 44, Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa secara
Memadai tahun 2021 tidak terdapat nilai target dan realisasi, sehingga tidak dapat
diungkapkan perbandingan dengan kinerja tahun 2022.

Capaian Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa secara
Memadai sampai dengan tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan target
tahun 2020-2024 dikarenakan belum ada revisi renstra terkait target Jumlah Desa
yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa secara Memadai sampai dengan tahun
2024.
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Upaya-upaya penting yang telah dilakukan pada tahun 2022 untuk
mendukung pencapaian kinerja antara lain:

Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait dengan penyusunan peraturan
bupati/wali kota tentang pengelolaan aset desa dan melakukan pendampingan

terhadap desa untuk penerapan inventarisasi aset desa.

Gambar 45
Dokumentasi Pelaksanaan Sasaran Kegiatan 5 IKK 5.7

Capaian kinerja yang cukup tinggi melampaui target didukung oleh

terselenggaranya kegiatan sebagai berikut:

1) Pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk penyusunan
peraturan bupati/wali kota tentang aset desa.

2) Bimtek ke desa terkait dengan penerapan perbup/perwali tentang aset desa.

Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2023
Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara akan melakukan:

Sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi pengelolaan aset desa kepada
Dinas PMD Kabupaten/Kota dan menetapkan beberapa desa untuk dilakukan

pembinaan secara intensif terkait dengan implementasi pengelolaan aset desa.

Rata-rata capaian Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan
atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/PIBU sebesar 722,86%, telah
mencapai/melampaui target tahun 2022. Capaian sasaran program/sasaran kegiatan 5
didukung dengan realisasi dana sebesar Rpl1.210.544.704,00 atau 99,93% dari
anggaran sebesar Rpl1.211.349.500,00 dan indikator output kegiatan (IOK) sebanyak
115 laporan atau 1.916,67% dari target RKA sebanyak 6 laporan, serta OH sebanyak
5.142 OH atau 89,15% dari rencana sebanyak 5.768 OH.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran program/sasaran kegiatan 5 telah
dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 1.916,67%, lebih

besar daripada capaian penggunaan dana sebesar 99,93%.

Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran program/sasaran kegiatan 5 telah
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dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 1.916,67%, lebih tinggi

daripada capaian penggunaan OH sebesar 89,15%.

Sasaran Kegiatan 6 : Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja

Tabel 27
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Kegiatan 6

Notifikasi

Capaian
(%)

Sasprog/Saskeg/IKK Satuan Target ‘ Realisasi

1 Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja
Nilai Skor Zona Integritas Skor o
6.1 Unit Kerja Skala 100 7 86,12 114,83% .
- . . Skor 0
6.2 Nilai SAKIP Unit Kerja Skala 100 82 85,3 104,02% .
Persentase Efektivitas (%)
6.3 Pengendalian Intern Unit Persen 70 100 142,86% .
Kerja (SPIP Unit Kerja)
Persentase Penyelesaian (%) o
6.4 RTP (MRI Unit Kerja) Persen 100 100 100,00% .
Indeks Kualitas Layanan Indeks o
6.5 Eksternal Unit Kerja Skala 100 5 88,65 118,20% .
. . Indeks 0
6.6 | Skor IKPA Unit Kerja Ska 100 95 98,30 103,47% O
Nilai Pengelolaan BMN Indeks o
6.7 Unit Kerja Skala 100 80 96,32 120,40% .

Pencapaian sasaran program/sasaran kegiatan 6: Meningkatnya Tata Kelola Unit

Kerja diukur dengan menggunakan 7 (tujuh) indikator kinerja yaitu:

6.1 Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja

Definisi Indikator

IKK Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja merupakan Upaya strategis dalam
pencegahan korupsi dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Indikator ini diukur dengan Skor Zona Integritas, sesuai dengan kertas kerja
Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas yang mengacu pada Peraturan
Menteri PAN RB Nomor 90 Tahun 2021.

Target Perjanjian Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022

Target kinerja indikator ini adalah sebesar Skor 75,00. Pada tahun 2022, telah
dilakukan Penilaian Mandiri Zona Integritas Menuju WBK/WBBM sesuai dengan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Instansi Pemerintah, dengan nilai 86,12 atau 114,83% dari target

2022, dengan ringkasan sebagaimana disajikan pada Tabel 28.
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Tabel 28
Rekapitulasi Penilaian Mandiri Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Komponen Penilaian C;\lpilffilian Bobot % Capaian
A. | Pengungkit
1. Manajemen Perubahan 3,59 4,00 89,81
2. Penataan Tatalaksana 2,89 3,50 82,57
3. Penataan Sistem Manajemen SDM 5,00 5,00 100,00
4. | Penguatan Akuntabilitas 5,00 5,00 100,00
5. Penguatan Pengawasan 6,34 7.50 84,54
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 3,70 5,00 74,05
Sub Total Komponen Pengungkit 54,87 60,00 91,45
B. | Hasil
1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel 18,13 22,50 80,56
a. Nilai Survei Persepsi Korupsi 13,13 17,50 75,00
b. Capa?an Ki_nerj_a Lebih Baik daripada 500 500 100.00
Capaian Kinerja Sebelumnya ' ' '
2. Layanan Publik yang Prima 13,13 17,50 75,00
Sub Total Komponen Hasil 31,25 40 78,12
Nilai Total 86,12 100,00 86,12

Perbandingan Capaian Tahun 2022 dengan Capaian Tahun Lalu dan Target
Akhir Renstra
Perbandingan realisasi tahun 2022 dengan target tahun 2020-2024 disajikan pada

Gambar 46.
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Gambar 46
Target dan Realisasi Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja
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Dari Gambar 46, Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja tahun 2021 sebesar 85,02
atau mencapai 113,36% dari target tahun 2021 sebesar 75,00, sedangkan tahun
2022 sebesar 86,12 atau mencapai 111,84% dari target tahun 2022 sebesar
75,00. Hal ini menunjukkan capaian Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja tahun
2021 meningkat sebesar 1,10 atau 1,29% dibandingkan dengan tahun 2021.
Capaian Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja tahun 2022 sebesar 86,12 atau
mencapai 109,01% apabila dibandingkan dengan target kumulatif Renstra Tahun
2020-2024 sebesar 79,00.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan pada tahun 2022 untuk

mendukung pencapaian kinerja antara lain:

1) Membentuk tim kerja pembangunan zona integritas dan memedomani
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas
Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan
Instansi Pemerintah.

2) Memfasilitasi pegawai untuk mengikuti diklat, workshop, maupun webinar

terkait dengan pembangunan Zona Integritas, WBK dan WBBM.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2023
Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara akan melakukan perbaikan pada

komponen pengungkit dan komponen hasil yang nilainya belum maksimal.

6.2 Nilai SAKIP Unit Kerja

Definisi Indikator

IKK Nilai SAKIP Unit Kerja adalah Penilaian implementasi SAKIP dengan

cakupan:

1) Perencanaan Kinerja, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja, dan sistem
pengukuran kinerja;

2) Pengukuran Kinerja,;

3) Pelaporan Kinerja; dan

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Target Perjanjian Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022
Target kinerja indikator ini adalah skor 82,00. Pada tahun 2022, Nilai SAKIP Unit
Kerja adalah sebesar 85,30 atau mencapai 104,02% dari target tahun 2022. Nilai

SAKIP Unit Kerja diperoleh dari 4 (empat) aspek, yaitu Perencanaan Kinerja
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sebesar 26,10 atau 87,00% dari bobot 30,00, Pengukuran Kinerja sebesar 26,10
atau 87,00% dari bobot 30,00, Pelaporan Kinerja sebesar 12,60 atau 84,00% dari
bobot 15,00, dan Evaluasi Internal sebesar 20,50 atau 82,00% dari bobot 25,00,
dengan ringkasan sebagaimana disajikan pada Tabel 29.
Tabel 29
Rekapitulasi Nilai SAKIP Unit Kerja

PenilaianMandiri | Njlai Akuntabilitas

Komponen/Sub (Self Assessment) Kinerja

e B
Komponen/Kriteria obot

PM (%) Akhir (%)

Nilai Kriteria Nilai Kriteria

1 PERENCANAAN KINERJA 30 27,00 90,00 26,10 87,00

Dokumen Perencanaan kinerja

la telah tersedia

6 5,40 90,00 5,40 90,00

Dokumen Perencanaan kinerja
telah memenuhi standar yang
baik, yaitu untuk mencapai hasil,
dengan ukuran kinerja yang

1.b | SMART, menggunakan 9 8,10 90,00 7,20 80,00
penyelarasan (cascading) di
setiap level secara logis, serta
memperhatikan kinerja bidang
lain (crosscutting)

Perencanaan Kinerja telah
1.c | dimanfaatkan untuk mewujudkan 15 13,50 90,00 13,50 90,00
hasil yang berkesinambungan

2 PENGUKURAN KINERJA 30 27,00 90,00 26,10 87,00

Pengukuran Kinerja telah

22 dilakukan

6 5,40 90,00 6,00 100,00

Pengukuran Kinerja telah
menjadi kebutuhan dalam
mewujudkan Kinerja secara
Efektif dan Efisien dan telah
dilakukan secara berjenjang dan
berkelanjutan

2.b 9 8,10 90,00 8,10 90,00

Pengukuran Kinerja telah
dijadikan dasar dalam
pemberian Reward dan
Punishment, serta penyesuaian
strategi dalam mencapai kinerja
yang efektif dan efisien

2.c 15 13,50 90,00 12,00 80,00

3 PELAPORAN KINERJA 15 13,50 90,00 12,60 84,00

Terdapat Dokumen Laporan

3a yang menggambarkan Kinerja

3 2,70 90,00 3,00 100,00

Dokumen Laporan Kinerja telah
memenuhi Standar

3.b menggambarkan Kualitas atas 4,5 4,05 90,00 3,60 80,00
Pencapaian Kinerja, informasi
keberhasilan/kegagalan kinerja
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PenilaianMandiri | Njjlai Akuntabilitas

Self Assessment Kinerja
Bobot ( )

NI T Nilai Kriteria Nilai Kriteria
PM (%) Akhir (%)

serta upaya
perbaikan/penyempurnaannya

Komponen/Sub

Pelaporan Kinerja telah
memberikan dampak yang besar
3.c | dalam penyesuaian 7,5 6,75 90,00 6,00 80,00
strategi/kebijakan dalam
mencapai kinerja berikutnya

EVALUASI AKUNTABILITAS
4 KINERJA INTERNAL 25 22,50 90,00 20,50 82,00

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Internal telah dilaksanakan 5 450 90,00 4,50 90,00

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
4b Internal telah d.|Iaksanakan 75 6,75 90,00 6,00 80,00
secara berkualitas dengan

Sumber Daya yang memadai

Implementasi SAKIP telah
meningkat karena evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Internal

4.c . . 12,5 11,25 90,00 10,00 80,00
sehingga memberikan kesan
yang nyata (dampak) dalam
efektivitas dan efisiensi kinerja
Nilai Akuntabilitas Kinerja 100 90,00 90,00 85,30 85,30

Perbandingan Capaian Tahun 2022 dengan Capaian Tahun Lalu dan Target
Akhir Renstra
Perbandingan realisasi tahun 2022 dengan target tahun 2020-2024 disajikan pada

Gambar 47.
B Target M Realisasi
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Gambar 47

Target dan Realisasi Nilai SAKIP Unit Kerja
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Dari Gambar 47, Nilai SAKIP Unit Kerja tahun 2021 sebesar 84,86 atau mencapai
104,77% dari target tahun 2021 sebesar 81,00, sedangkan tahun 2022 sebesar
85,30 atau mencapai 104,02% dari target tahun 2022 sebesar 82,00. Hal ini
menunjukkan capaian Nilai SAKIP Unit Kerja tahun 2022 meningkat sebesar 0,44
atau 0,52% dibandingkan dengan tahun 2021.

Capaian Nilai SAKIP Unit Kerja tahun 2022 sebesar 85,30 atau mencapai
101,55% apabila dibandingkan dengan target kumulatif Renstra Tahun 2020-2024
sebesar 84,00.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan pada tahun 2022 untuk
mendukung pencapaian kinerja antara lain:
1) Penyusunan dokumen Renstra, RKT dan Perjanjian Kinerja.

2) Monitoring secara berkala capaian kinerja bidang.

Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2023

Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara akan melakukan:

1) Berkoordinasi dengan Biro MKOT BPKP terkait revisi Renstra Perwakilan
BPKP Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.

2) Tindak lanjut atas hasil evaluasi oleh Inspektorat BPKP.

3) Menertibkan pendokumentasian kegiatan SAKIP Perwakilan BPKP.

6.3 Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja)

Definisi Indikator
IKK Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja) adalah jumlah
pengendalian intern yang berhasil menurunkan selera risiko dibagi dengan jumlah

total pengendalian intern.

Target dan Capaian Kinerja Tahun 2022:

Target kinerja indikator ini pada tahun 2022 adalah 70,00. Pada tahun 2022,
Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja) adalah 100,00 atau
mencapai sebesar 142,85% dari target tahun 2021.

Perbandingan Capaian Tahun 2022 dengan Capaian Tahun Lalu dan Target
Akhir Renstra

Perbandingan realisasi tahun 2022 dengan target tahun 2020-2024 disajikan pada
Gambar 48.
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Gambar 48
Target dan Realisasi Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit
Kerja)

Dari Gambar 48, Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja)
tahun 2021 sebesar 89,66 atau mencapai 137,94% dari target tahun 2021 sebesar
65,00. Sedangkan tahun 2022 sebesar 100,00 atau mencapai 142,86% dari target
tahun 2022 sebesar 70,00. Hal ini menunjukkan capaian Persentase Efektivitas
Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja) Unit Kerja tahun 2022 meningkat 10,34
atau 11,53% dibandingkan dengan tahun 2021.

Capaian Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja) tahun 2022
tidak dapat dibandingkan dengan target kumulatif Renstra Tahun 2020-2024
dikarenakan belum ada revisi Renstra terkait target Persentase Efektivitas

Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja) sampai dengan Tahun 2024.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan pada tahun 2022 untuk
mendukung pencapaian kinerja antara lain:

Secara berkelanjutan telah berupaya melakukan perbaikan atas proses
pengendalian intern dan proses bisnis kegiatan unit kerja melalui pemantauan
atas pengendalian intern yang telah dilakukan secara mandiri dengan pendekatan
Control Self Assessment (CSA).

Capaian kinerja yang cukup tinggi melampaui target didukung oleh:
Komunikasi dan monitoring berkesinambungan oleh Kepala Perwakilan, seluruh

pejabat dan pegawai di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara.

Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2023
Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara akan melakukan:

1) Early warning systems agar pelaksanaan semua kegiatan seluruh unit kerja
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yang ada di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara dapat
berjalan dalam koridor serta sesuai ketentuan yang berlaku, tidak ada
penyimpangan, efisien, dan efektif.

2) Mengefektifkan pengelolaan risiko dan monitoring atas mitigasi RTP.

6.4 Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)

Definisi Indikator

IKK Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja) adalah persentase realisasi
pengendalian atas mitigasi risiko pada dokumen rencana tindak pengendalian
(RTP) atas penilaian risiko Unit Kerja. Pencatatan penilaian, mitigasi, dan tindak
lanjut atas mitigasi risiko dicatat pada Aplikasi RMIS BPKP.

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah realisasi rencana tindak
pengendalian yang diselesaikan dengan jumlah rencana tindak pengendalian unit

kerja.

Target dan Capaian Kinerja Tahun 2022
Target kinerja indikator ini pada tahun 2022 adalah sebesar 100,00%. Pada tahun
2022, Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja) sebesar 100,00% atau
mencapai 100,00% dari target tahun 2022.

Perbandingan Capaian Tahun 2022 dengan Capaian Tahun Lalu dan Target
Akhir Renstra
Perbandingan realisasi tahun 2022 dengan target tahun 2020-2024 disajikan pada

Gambar 49.
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Gambar 49

Target dan Realisasi Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)
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Dari Gambar 49, Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja) tahun 2021
sebesar 100,00 atau mencapai 100,00% dari target tahun 2021 sebesar 100,00.
Sedangkan tahun 2022 sebesar 100,00 atau mencapai 100,00% dari target tahun
2022 sebesar 100,00. Hal ini menunjukkan capaian Persentase Penyelesaian
RTP (MRI Unit Kerja) Unit Kerja tahun 2022 tetap konsisten dibandingkan dengan
tahun 2021.

Capaian Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja) tahun 2022 tidak dapat
dibandingkan dengan target kumulatif Renstra Tahun 2020-2024 dikarenakan
belum ada revisi Renstra terkait target Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit
Kerja) sampai dengan Tahun 2024.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan pada tahun 2022 untuk
mendukung pencapaian kinerja antara lain:
Pemantauan dan pelaporan secara berkala oleh tim pengelola risiko atas rencana

pelaksanaan RTP unit kerja dan realisasinya.

Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2023
Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara akan melakukan:
Melakukan pelatihan kepada SDM pengelola risiko untuk meningkatkan kualitas

perencanaan RTP, ketepatan waktu RTP, dan dokumentasi pelaksanaan RTP.

6.5 Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja

Definisi Indikator

Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja diperoleh melalui kegiatan Survei
Kepuasan Masyarakat dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB
Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan
Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Hasil SKM yang
didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat.
Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas
pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan
komprehensif. Berdasarkan hasil survei, pelaksanaan pelayanan publik di
Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara secara umum mencerminkan tingkat

kualitas yang Sangat Baik dengan nilai 88,65 dari nilai maksimal 100,00.

Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner online yang disebarkan kepada
pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah
unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima.

Sembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Perwakilan BPKP
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Provinsi Maluku Utara, meliputi: Persyaratan; Sistem, Mekanisme dan Prosedur;
Waktu Penyelesaian; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan, Saran dan

Masukan; serta Sarana dan Prasarana.

Jumlah Responden

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang
diperoleh yaitu 35 orang responden, dengan ringkasan sebagaimana disajikan
pada Tabel 30.

Tabel 30
Jumlah Responden per Instansi
No. Instansi Jumlah

1 Kejaksaan 5
2 Inspektorat Provinsi/Kota/Kabupaten 14
3 BPKAD Provinsi/Kota/Kabupaten 9
4 Ditreskrimsus Polda Maluku Utara 1
5 Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara 2
6 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) 2
7 Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) Maluku Utara 2

Total 35

Target dan Capaian Kinerja Tahun 2022

Target kinerja indikator ini adalah 75. Berdasarkan hasil pengolahan data,
menggunakan excel template olah data SKM, diperoleh hasil Indeks Kualitas
Layanan Eksternal Unit Kerja Tahun 2022 sebesar 88,65 dengan predikat A atau
Sangat Baik, dengan ringkasan sebagaimana disajikan pada Tabel 31.

Tabel 31
Nilai Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja

‘ Nilai Unsur Pelayanan ‘

‘ ul u2 u3 u4 us U6 u7 us U9

IKM Per Unsur 3,37 | 348 |331 |382 |337 |354 |3,71 |340 |3,88
Kategori B B B A B A A B A
IKM Unit Layanan 88,65 (A, Sangat Baik)
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Perbandingan Capaian Tahun 2022 dengan Capaian Tahun Lalu dan Target
Akhir Renstra
Perbandingan realisasi tahun 2022 dengan target tahun 2020-2024 disajikan pada

Gambar 50.
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Gambar 50

Target dan Realisasi Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja

Dari Gambar 50, Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja tahun 2021
sebesar 87.09 atau mencapai 116,12% dari target tahun 2021 sebesar 75.
Sedangkan tahun 2022 sebesar 88,65 atau mencapai 118,20% dari target tahun
2022 sebesar 75,00. Hal ini menunjukkan capaian Indeks Kualitas Layanan
Eksternal Unit Kerja tahun 2022 meningkat sebesar 1,58 atau 1,79%
dibandingkan dengan tahun 2021.

Capaian Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja tahun 2022 sebesar 88,65
atau mencapai 109.44% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun
2020-2024 sebesar 81,00.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2022 untuk
mendukung pencapaian kinerja tersebut di atas antara lain:

Terjalinnya koordinasi dan komunikasi yang baik dengan mitra kerja serta
memberikan value added pada setiap penugasan pengawasan yang dilakukan

Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2023

Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara akan:

1) Meningkatkan kualitas layanan unit perwakilan yang meliputi sembilan
indikator layanan.

2) Senantiasa menjaga hubungan baik dengan mitra kerja.
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6.6 Skor IKPA Unit Kerja

Definisi Indikator

IKK Skor IKPA Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri) adalah indikator yang
ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN (Bendahara Umum Negara)
untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian
Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas
pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap

regulasi. Skor diperoleh dari hasil penilaian IKPA oleh Kementerian Keuangan.

Target Perjanjian Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022

Target kinerja indikator ini adalah sebesar skor 95. Pada tahun 2022, Skor capaian
IKPA adalah 98,30 atau mencapai 103,47% dari target tahun 2022. Capaian Skor
IKPA diperoleh dari 3 (tiga) aspek, yaitu Kualitas Perencanaan Anggaran
(95,63%), Kualitas Pelaksanaaan Anggaran (98,88%), dan Kualitas Hasil
Pelaksanaaan Anggaran (100,00%), dengan ringkasan sebagaimana disajikan
pada Tabel 32.

Tabel 32
Rekapitulasi Hasil Penilaian IKPA

Indikator Kinerja Nilai Bobot Nilai Akhir ANSiFI)aeik
@) @ ©) @ | B)=(()x(4)):100 (6)
Kualitas Perencanaan Anggaran
1 | Revisi DIPA 100 10 10,00
95.63
2 Deviasi Halaman Ill DIPA 91.25 10 9,13
Kualitas Pelaksanaaan Anggaran
4 Penyerapan Anggaran 98,54 20 19.71
5 Belanja Kontraktual 0,00 0 0.00
6 Penyelesaian Tagihan 0,00 0 0.00 98,88
7 Pengelolaan UP dan TUP 98,10 10 9.81
8 Dispensasi SPM 100,00 5 5,00
Kualitas Hasil Pelaksanaaan Anggaran
9 Penyerapan Anggaran 100 25 25.00 100.00
Nilai Total 78.64
Konversi Bobot 80
Nilai Akhir 98.30
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Perbandingan Capaian Tahun 2022 dengan Capaian Tahun Lalu dan Target
Akhir Renstra

Perbandingan realisasi tahun 2022 dengan target tahun 2020-2024 disajikan pada
Gambar 51.

W Target M Realisasi

100
98
96
94
92
90
88
86
84
82
80
78

Gambar 51
Target dan Realisasi Skor IKPA Unit Kerja

Dari Gambar 51, Skor IKPA Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri) tahun 2021
sebesar 98,27 atau mencapai 103,44% dari target tahun 2021 sebesar 95,00.

Sedangkan skor tahun 2022 adalah sebesar 98,30 atau mencapai 103,47% dari
target tahun 2022 sebesar 95,00. Hal ini menunjukkan capaian Skor IKPA Unit
Kerja tahun 2022 meningkat sebesar 0,03 atau 0,03% dibandingkan dengan tahun
2021.

Skor IKPA Unit Kerja tahun 2022 sebesar 98,30 atau mencapai 109,22% apabila
dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2020-2024 sebesar 90,00.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan pada tahun 2022 untuk
mendukung pencapaian kinerja antara lain:

1) Menyesuaikan perencanaan dengan pelaksanaan secara tepat waktu.

2) Mematuhi regulasi yang berlaku dalam pengelolaan anggaran.

3) Melaksanakan kegiatan pengelolaan anggaran dengan efektif dan efisien.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2023

Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara akan melakukan:

1) Melakukan reviu atas DIPA secara periodik (minimal sekali di akhir triwulan),
dan mengendalikan serta mengoptimalkan revisi anggaran dalam hal

diperlukan penyesuaian kebijakan program/kegiatan.
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2) Mereviu rencana kegiatan secara periodik dan prognosis penyerapan
anggaran (minimal sekali di akhir triwulan), serta menyusun rencana
penarikan dana masing-masing jenis belanja.

3) Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan
terjadwal, serta tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun.

4) Mengidentifikasi dan mempersiapkan PBJ tahun anggaran mendatang untuk
dilakukan percepatan lelang dan penandatanganan kontrak segera setelah
DIPA ditetapkan.

5) Segera menyelesaikan pembayaran dan tidak menunda proses penyelesaian
tagihan yang pekerjaannya telah selesai (termasuk pekerjaan termin).

6) Menghitung kembali kebutuhan operasional bulanan Satker dan mengajukan
UP Tunai secara rasional sesuai kebutuhan bulanan Satker.

7) Memantau progres penyelesaian kegiatan sesuai rencana untuk menghindari
keterlambatan dalam memproses SPM tagihan pada akhir tahun anggaran.

8) Menetapkan metode perhitungan capaian output untuk setiap RO yang
dikelola, khususnya untuk output teknis yang memiliki variasi pengukuran

capaian.

6.7 Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)

Definisi Indikator

IKK Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri) adalah Unit
Kerja Mandiri yang Mendapatkan Nilai (skor) atas Penilaian Pengelolaan BMN
dengan perincian sebagai berikut:

1) Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran;

2) Pengadaan;

3) Penggunaan dan pemanfaatan;

4) Pengamanan dan pemeliharaan;

5) Pemindahtanganan, Penghapusan dan Pemusnahan;

6) Penatausahaan; serta

7) Pembinaaan, Pengawasan dan Pengendalian.

Target Perjanjian Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022
Target kinerja indikator ini pada tahun 2022 adalah 80. Pada tahun 2022, Nilai
Pengelolaan BMN Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri) tahun 2022 adalah
sebesar 96,32 atau mencapai 120,40% dari target tahun 2022.
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Perbandingan Capaian Tahun 2022 dengan Capaian Tahun Lalu dan Target
Akhir Renstra
Perbandingan realisasi tahun 2022 dengan target tahun 2020-2024 disajikan pada

Gambar 52.
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Gambar 52
Target dan Realisasi Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (khusus Unit Kerja
Mandiri)

Dari Gambar 52, Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)
tahun 2021 sebesar 90,00 atau mencapai 112,50% dari target tahun 2021 sebesar
80,00. Sedangkan tahun 2022 sebesar 96,32 atau mencapai 120,40% dari target
tahun 2022 sebesar 80,00. Hal ini menunjukkan capaian Nilai Pengelolaan BMN
Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri) tahun 2022 meningkat sebesar 6,32 atau
7,02% dibandingkan dengan tahun 2021.

Capaian Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri) sampai
dengan tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan target tahun 2020-2024
dikarenakan belum ada revisi renstra terkait target Nilai Pengelolaan BMN Unit

Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri) sampai dengan tahun 2024.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan pada tahun 2022 untuk
mendukung pencapaian kinerja antara lain:

Memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah, mulai dari proses perencanaan kebutuhan sampai

dengan pembinaaan, pengawasan dan pengendalian.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2023
Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara akan melakukan inovasi pelabelan BMN

dengan menggunakan barcode dan Penghapusan BMN yang rusak berat.
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Rata-rata capaian Sasaran Kegiatan 6: Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja sebesar
114,83%, telah melampaui target tahun 2022. Capaian sasaran program/sasaran
kegiatan 6 didukung dengan realisasi dana sebesar Rp14.110.706.969,00 atau 99,05%
dari anggaran sebesar Rp14.245.763.000,00 dan indikator output kegiatan (IOK)
sebanyak 16 laporan atau 100,00% dari target RKA sebanyak 16 laporan.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran program/sasaran kegiatan 6 telah
dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar 100,00%, lebih besar

daripada capaian penggunaan dana sebesar 99,05%.

B. Kinerja Lainnya Tahun 2022

1. Kinerja Lain

Di luar perjanjian kinerja Kepala Perwakilan, terdapat beberapa kegiatan yang

mendukung kinerja unit kerja di BPKP antara lain:

a. Penugasan dukungan capaian IKU Kedeputian Perekonomian dan
Kemaritiman/Polsoskam
Dalam mendukung pengawasan oleh Kedeputian Perekonomian dan
Kemaritiman/Polsoskam, Perwakilan BPKP melakukan pengawasan atas Program
Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas Strategis, dan Proyek Strategis
Nasional sebagaimana disajikan pada Tabel 33.

Tabel 33
Penugasan Dukungan Pengawasan Kedeputian Perekonomian dan
Kemaritiman/Polsoskam

Laporan Jumlah yang Diawasi Jumlah Penugasan
Program Prioritas 11 16
Kegiatan Prioritas 30 108
Proyek Strategis Nasional 2 12

b. Penugasan dukungan capaian IKU Pusbhin JFA
Dalam mendukung IKU Pusbin JFA Jumlah APIP dengan Indeks Penerapan JFA
yang Baik, Perwakilan BPKP membina dan melakukan kegiatan pembinaan JFA
pada Inspektorat Daerah Provinsi Maluku Utara sebagaimana disajikan pada
Tabel 34.
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Tabel 34
Penugasan Dukungan Capaian IKU Pusbin JFA
Kegiatan ‘ Skor Kategori
Bimbingan Teknis
Evaluasi Penerapan JFA 72,15 Cukup Baik

c. Penugasan dukungan capaian IKU Pusdiklatwas BPKP
Dalam mendukung IKU Pusdiklatwas Persentase SDM yang Meningkat
Kompetensinya, Perwakilan BPKP mengoordinasi dan ditugaskan Pusdiklatwas
melaksanakan satu kelas diklat, yaitu Pelatihan Teknis Substansi Manajemen
Risiko Organisasi Sektor Publik dengan Dana STAR AF di Wilayah Provinsi Maluku

Utara.

Gambar 53
Dokumentasi dukungan capaian IKU Pusdiklatwas BPKP

2. Penghargaan/Apresisasi Instansi Lain

Penghargaan tingkat Nasional yang diterima oleh Perwakilan BPKP Provinsi Maluku

Utara selama tahun 2022 disajikan pada Tabel 35.
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Tabel 35

Penghargaan Tingkat Nasional yang Diterima
oleh Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Selama Tahun 2022

Instansi/Lembaga Tahun . .
INET > Uraian Ringkas
Yang Memberi Penghargaa
Penghargaan = Penghargaan
enghargaan n
1 Peringkat-1 BPKP’S BPKP Pusat 2022 Diberikan oleh Kepala BPKP
Reputation Award RI Muhammad Yusuf Ateh
2 Peringkat-2 Mitra BPKP Pusat 2022 Diberikan oleh Deputi
Pembangunan Kepala BPKP Bidang
Daerah Pengawasan
Penyelenggaraan Keuangan
Daerah
3 Peringkat-3 BPKP Pusat 2022 Diberikan oleh Deputi
Pembina Tata Kepala BPKP Bidang
Kelola Pemerintah Pengawasan
Daerah Terbaik Penyelenggaraan Keuangan
Daerah
4 Peringkat-1 BPKP Pusat 2022 Diberikan oleh Depulti
Pembina Kepala BPKP Bidang
Akuntabilitas Lintas Pengawasan
Sektoral Terbaik Penyelenggaraan Keuangan
Daerah

Selain itu, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara juga memperoleh penghargaan
sebagai Satuan Kerja dengan Tingkat Penyerapan Anggaran Terbaik Kategori DIPA
Sedang Tahun 2022 yang diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Perbendaharaan Negara Provinsi Maluku Utara.

Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Tahun 2022



@ LAPORAN KINERJA 2022

C. Akuntabilitas Keuangan

Realisasi anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara tahun 2022 sebesar

Rp19.211.055.003,00 atau terserap 99,22%. Perincian per jenis belanja dan per program

dapat dilihat pada Tabel 36 sampai dengan Tabel 37.

Tabel 36
Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2022 menurut Jenis Belanja

No Jenis Belanja Realisasi
Belanja Pegawai 8.137.788.000,00 8.121.711.134,00 99,80%
2 Belanja Modal 101.400.000,00 101.274.775,00 99,88%
3 Belanja Barang 11.122.813.000,00 10.988.069.094,00 98,79%
Jumlah 19.362.001.000,00 19.211.055.003,00 99,22%

Tabel 37
Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2022 menurut Program/Kegiatan

Program/Kegiatan Realisasi Capaian (%)
I Program Dukungan
. 14.245.763.000,00 14.110.706.969,00 99,05%
Manajemen
1 | Kegiatan Dukungan 14.245.763.000,00 14.110.706.969,00 99,05%
Manajemen
Jumlah Program 14.245.763.000,00 14.110.706.969,00 99,05%
Il | Program Pengawasan 5.116.238.000,00 5.100.348.034,00 99,69%
Pembangunan
1 Kegiatan Pengawasan
5.116.238.000,00 5.100.348.034,00 99,69%
Pembangunan
Jumlah program 5.116.238.000,00 5.100.348.034,00 99,69%
Jumlah Total 19.362.001.000,00 19.211.055.003,00 99,22%

Rincian realisasi per rincian output terdapat pada Lampiran Ill.
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan Kinerja Tahun 2022

Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara merupakan bentuk
pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai sasaran program untuk mendukung
pencapaian tujuan/sasaran strategis BPKP. Laporan menyajikan informasi realisasi kinerja
program dibandingkan dengan target, disertai analisis capaian atas target dan efisiensi
penggunaan sumber daya dalam rangka evaluasi guna perbaikan di masa yang akan datang.
Berdasarkan perjanjian kinerja antara Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara
dengan Kepala BPKP, terdapat target yaitu enam sasaran program yang disertai 28 Indikator
Kinerja Kegiatan (IKK). Hasil pengukuran kinerja Tahun 2022 menunjukkan bahwa capaian
rata rata kinerja mencapai 228,08% yaitu 20 (dua puluh) dari 28 IKK memperoleh capaian

kinerja di atas 100,00%, dan 8 (delapan) dari 28 IKK memperoleh capaian 100%.

Capaian sasaran dan indikator kinerja kegiatan tahun 2022 didukung dengan realisasi dana
sebesar Rp19.211.055.003,00 atau mencapai 99,22% dari anggaran belanja sebesar
Rp19.362.001.000,00.

Selain keberhasilan capaian sasaran program, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara juga
mendukung kegiatan Kedeputian BPKP, Pushin JFA dan Pusdiklat Pengawasan BPKP dalam
bentuk kegiatan pengawasan dan penyelenggaraan kegiatan Diklat Substantif.

Penghargaan selama tahun 2022 yang diterima Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara di
antaranya Peringkat-1 BPKP’S Reputation Award, Peringkat-1 Pembina Akuntabilitas Lintas
Sektoral Terbaik, Peringkat-2 Mitra Pembangunan Daerah, dan Peringkat-3 Pembina Tata

Kelola Pemerintah Daerah Terbaik.

Selain itu, juga diperoleh penghargaan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Negara Provinsi Maluku Utara sebagai Satuan Kerja dengan Tingkat

Penyerapan Anggaran Terbaik Kategori DIPA Sedang Tahun 2022.

B. Rencana Tindak Tahun 2023

Upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian outcome adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan kegiatan pembinaan manajemen risiko kepada pemerintah kabupaten/kota

di wilayah Provinsi Maluku Utara;
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2. Peningkatan kompetensi SDM Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara terkait
pemahaman manajemen risiko melalui peningkatan kegiatan pendidikan dan latihan serta
PPM bagi SDM Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara.
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TARGET DAN REALISASI OUTCOME MENURUT SASTRA/SASPROG/SASKEG

PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA

Lampiran|/1-12
OT.04/LPP-1/PW33/6/2023
Tanggal 2 Januari 2023

Kinerja Tahun 2022 Keuangan SDM (OH)
No Sastra/ Saspro/ Saskeg IKU/IKP/IKK
Satuan Target Realisasi % Anggaran Realisasi % Rencana | Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang Rupiah (Juta) 4.361,00 4.384,21 100,53%
terealisasi
Meningkatnya Pengawasan
1 |Pembangunan atas Akuntabilitas Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah Rupiah (Juta) 292.108,00 307.221,59 105,17%
Keuangan Negara dan Daerah
Nilai penyelamatan keuangan negara dan Rupiah (Juta) 5.000,00 14.709,47 204,19%
daerah
Capaian Rata-rata 166,63% 1.892.186.600,00 1.891.986.722,00 99,99% 5.867,50 5.557,50 94,72%
Persentase Ham batan‘ Pelakganaan (%) Persen 85,00 100,00 117,65%
Pembangunan yang Diselesaikan
Meningkatnya Pengawasan N - X -
2 |Pembangunan atas Pembangunan Jumlah kegle_1tan pembangunan prioritas daerah Kegiatan Prioritas 2,00 2,00 100,00%
Nasional yang diawasi Daerah
Per_se_nta5| rekomendasi strategis yang ditindak (%) Persen 80,00 90,91 113,64%
lanjuti
Capaian Rata-rata 110,43% 1.621.388.700,00 1.606.533.830,00 99,08% 5.182,00 4.640,00 89,54%
Jumlah BUMD dengan kinerja sehat BUMD 2,00 2,00 100,00%
. Jumlah BLUD dengan kinerja sehat BLUD 1,00 1,00 100,00%
3 Meningkatnya Pengawasan
Pembangunan atas Badan Usaha
Jumlah BUMDes yang mampu menyusun BUMDes 26,00 31,00 119,23%
laporan
Jumlah BUMDeslyang memberikan kontribusi BUMDes 2.00 2,00 100,00%
pada perekonomian desa
Capaian Rata-rata 104,81% 186.626.200,00 186.595.778,00 99,98% 1.221,00 1.131,00 92,63%
Persentase hasil pengawasan represif yang o 5
dimanfaatkan/ ditindaklanjuti (%) Persen 100,00 100,00 100,00%
. Persentase hasil pengawasan preventif dan o 5
Meningkatnya Pengawasan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti (%) Persen 80,00 100,00 125,00%
4 |Pembangunan atas Efektivitas —
Pengendalian Korupsi Jumlah Pemda dengén Efektlvltas pemda 2,00 3,00 150,00%
Pengendalian Korupsi Baik
Jumlah Pemda rr}enln_dak lanjuti Area Of pemda 1,00 2,00 200,00%
Improvement dari hasil pengukuran EPK
Capaian Rata-rata 143,75% 204.687.000,00 204.687.000,00 100,00% 256,00 252,00 98,44%
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Kinerja Tahun 2022 Keuangan SDM (OH)
No Sastra/ Saspro/ Saskeg IKU/IKP/IKK
Satuan Target Realisasi % Anggaran Realisasi % Rencana | Realisasi %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas - 5
APIP>= Level 3 Provinsi 1,00 1,00 100,00%
Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan o
Kapabilitas APIP >= Level 3 Pemkab/Kota 3,00 5,00 166,67%
Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP >= Provinsi 1,00 1,00 100,00%
Level 3

Meningkatnya Pengawasan N
5 |Pembangunan atas Kualitas i‘i”l'_'ah l'(;b“pa‘e"/ Kota dengan Maturitas SPIP Pemkab/Kota 3,00 4,00 133,33%
Pengendalian Intern K/L/P/BU = Leve
Jumlah Kabupaten/Kota dengan MRI >= Level 3 Pemkab/Kota 1,00 4,00 400,00%
Jumlah Desa yang pengelolaan keuangannya
Desa 20,00 807,00 4035,00%
akuntabel
Jumlah Desa yang menera_pkan pengelolaan Desa 20,00 25,00 125,00%
aset desa secara memadai
Capaian Rata-rata 722,86% 1.211.349.500,00 1.210.544.704,00 99,93% 5.768,00 5.142,00 89,15%

Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja Skor Skala 100 75,00 86,12 114,83%
Nilai SAKIP Unit Kerja Skor Skala 100 82,00 85,30 104,02%
Persentase Efektivitas Pengendalian Intern Unit o .
Kerja (SPIP Unit Kerja) (%) Persen 70,00 100,00 142,86%

6 |Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja) (%) Persen 100,00 100,00 100,00%
Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja Indeks Skala 100 75,00 88,65 118,20%
Skor IKPA Unit Kerja Indeks Skala 100 95,00 98,30 103,47%
Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja Indeks Skala 100 80,00 96,32 120,40%

Capaian Rata-rata 114,83% 14.245.763.000,00 14.110.706.969,00 99,05% -- 100,00%
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PERBANDINGAN REALISASI OUTCOME MENURUT SASTRA/SASPRO/SASKEG
PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA

Kinerja IKU/IKP/IKK
No Sastra/ Saspro/ Saskeg IKU/IKP/IKK YeTealisasidari
Satuan Realisasi 2022 | Realisasi 2021 | Naik (turun) Capaian 2022 | Capaian 2021 Naik (turun) | Realisasi Kumulatif] Target 2024 tahun 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7/6 11 12 13
:}'r':;ﬁszga"sas' penerimaan daerah yang Rupiah (Juta) 4.384,21 510,25 3.873,96 100,53% 145,73% 759,23% 4.997,13| 611155 81,77%
Meningkatnya Pengawasan
1 |Pembangunan atas Akuntabilitas [Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah| Rupiah (Juta) 307.221,59 39.240,51 267.981,08 105,17% 21,16% 682,92% 346.462,10 728.087,00 47,59%
Keuangan Negara dan Daerah
g;::;he"ye'amata" keuangan negara dan Rupiah (Juta) 14.709,47 15.749,26 -1.039,79 294,19% 164,82% -6,60% 37.678,44| 126.273,00 29,84%
Capaian Rata-rata 166,63% 110,57% 478,52%
Persentase Hambatan Pelaksanaan o N o o o
Permbengunan yeng Diselesikon (%) Persen 100,00 100,00 0,00 117,65% 125,00% 0,00% 100,00 85,00 117,65%
Meningkatnya Pengawasan Jumlah keaiat b orit Kegiatan Priorit
2 |Pembangunan atas d“m ah eg'ada” pembangunan prioritas eg'aDa” r}'1°” as 2,00 0,00 2,00 100,00% 0,00% 0,00% 2,00
Pembangunan Nasional aerah yang diawas aera
Ei;zfimas' rekomendasi strategis yang difindak| ) percen 90,91 0,00 90,91 113,64% 0,00% 0,00% 90,91
Capaian Rata-rata 110,43% 41,67% 0,00% 117,65%
Jumlah BUMD dengan kinerja sehat BUMD 2,00 1,00 1,00 100,00% 100,00% 100,00% 2,00 5,00 40,00%
Meninakat P Jumlah BLUD dengan kinerja sehat BLUD 1,00 1,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 1,00 1,00 100,00%
3| Pembangunan atas Badan Usaha
f:p”;'r;z BUMDes yang mampu menyusun BUMDes 31,00 16,00 15,00 119,23% 100,00% 93,75% 31,00 36,00 86,11%
;;g’;a;‘;eﬂ"rzenfigﬁ”{?e?aemhe"ka“ kontribusi BUMDes 2,00 0,00 2,00 100,00% 0,00% 0,00% 2,00
Capaian Rata-rata 104,81% 75,00% 48,44%
gﬂ;i?:jfa:ﬁ'i'ﬁifj';?(m?;?” represif yang (%) Persen 100,00 100,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 100,00 100,00 100,00%
Meningkatnya Pengawasan Egii’t‘i‘fa;;g?i'rL’;i?f;‘{("::/agil‘i’r::‘;i:‘;:jﬂﬁ” (%) Persen 100,00 80,00 20,00 125,00% 106,67% 25,00% 100,00 80,00 125,00%
4 |Pembangunan atas Efektivitas —
Pengendalian Korupsi ;‘;T;::sggiﬂf:gsngik“‘mas Pemda 3,00 0,00 3,00 150,00% 0,00% 0,00% 3,00
fn‘f':‘r'g‘:e:i;‘tdsa':i‘?Zgi‘l‘zgzndtﬂr:;egx Pemda 2,00 0,00 2,00 200,00% 0,00% 0,00% 2,00
Capaian Rata-rata 143,75% 51,67% 6,25%
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Kinerja IKU/IKP/IKK
Sastra/ Saspro/ Saskeg IKU/IKP/IKK % s o
Satuan Realisasi 2022 | Realisasi 2021 | Naik (turun) Capaian 2022 | Capaian 2021 Naik (turun) | Realisasi Kumulatif| Target 2024 tahun 2024
2 8 4 5 6 7 8 9 10=7/6 11 12 13
Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas Provinsi 1,00 1,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 1,00 1,00 100,00%
APIP>= Level 3
Jumiah APIP Kabupaten/Kota dengan Pemkab/Kota 5,00 5,00 0,00 166,67% 100,00% 0,00% 5,00 9,00 55,56%
Kapabilitas APIP >= Level 3
i:\rzf‘;‘ Provinsi dengan Maturitas SPIP >= Provinsi 1,00 1,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 1,00 1,00 100,00%
Meningkatnya Pengawasan Jumiah Kabupaten/Kot d Maturit
Pembangunan atas Kualitas S"‘Drlnpi_ La‘ “‘I’Z en/icota dengan Maturitas Pemkab/Kota 4,00 2,00 2,00 133,33% 100,00% 100,00% 4,00 7,00 57,14%
Pengendalian Intern K/L/P/BU - Leve
;“m'ah Kabupaten/Kota dengan MRI>=Level [ b1 op/kota 4,00 0,00 4,00 400,00% 0,00% 0,00% 4,00 4,00 100,00%
;:ﬂ;hbgesa yang pengelolaan keuangannya Desa 807,00 802,00 5,00 4035,00% 188,26% 0,62% 808,00 584,00 138,36%
Jumiah Desa yang menerapkan pengelolaan Desa 25,00 0,00 25,00 125,00% 0,00% 0,00% 25,00 5,00 500,00%
aset desa secara memadai
Capaian Rata-rata 722,86% 84,04% 14,37%
Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja Skor Skala 100 86,12 85,02 1,10 114,83% 113,36% 1,29% 86,12 79,00 109,01%
Nilai SAKIP Unit Kerja Skor Skala 100 85,30 84,86 0,44 104,02% 106,08% 0,52% 85,30 84,00 101,55%
Persentase Efektivitas Pengendalian Intern o N o 5
Unit Korja (SPIP Unit Kera) (%) Persen 100,00 89,66 10,34 142,86% 137,94% 11,53% 100,00
Meningkatnya Tata Kelola Unit . . .
Kerja 9 4 Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja) (%) Persen 100,00 100,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 100,00
Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja Indeks Skala 100 88,65 87,09 1,56 118,20% 0,00% 1,79% 88,65 81,00 109,44%
Skor IKPA Unit Kerja Indeks Skala 100 98,30 98,27 0,03 103,47% 103,44% 0,03% 98,30 98,30 100,00%
Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja Indeks Skala 100 96,32 90,00 6,32 120,40% 107,30% 7,02% 96,32 Baik
Capaian Rata-rata 114,83% 95,45% 3,17%
Total 227,22% 76,40% 91,79%
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TARGET DAN REALISASI INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN (IOK) MENURUT SASARAN OUTPUT KEGIATAN
PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA

Rerata Kode RO Kinerja RO Anggaran SDM Efisiensi Dana Efisiensi SDM
f ; e o L . N Belum
Sasaran Strategis (Sastra) Capaian Rincian Output (RO) Target | Realisasi Efisiensi |Blm Efisien| Efisiensi
Satuan Target Realisasi % Pagu (Rp) Realisasi (Rp) % % Efisien
Sastra
(OH) (OH) (7210) (7<10) (7213) (7<13)
1 2 38 4 5 6 7 =6/5 8 9 10 =9/8 11 12 13 =12/11 14 15 16 17
Meningkatnya Pengawasan 166,63% [3701.UAG.UO3|Rekomendasi hasil pengawasan LHP 1 65 6500,00% 941.040.600,00 941.040.600,00 100,00% 2.442 2.192 89,76%| Efisien Efisien
Pembangunan atas kinerja pembangunan atas program
Akuntabilitas Keuangan prioritas nasional yang ditargetkan
Negara dan Daerah
3701.FAG.U02 |Rekomendasi hasil pengawasan atas LHP 1 15 1500,00% 131.954.000,00 131.946.718,00 99,99% 885 514 58,08%| Efisien Efisien
akuntabilitas keuangan daerah
3701.FAG.003 |Rekomendasi Hasil Pengawasan LHP 11 87 790,91% 746.248.000,00 746.248.000,00 100,00% 2.448 2.765 112,95%| Efisien Efisien
Kinerja Pembangunan
3701.FAG.001 |Rekomendasi Hasil Pengawasan LHP 1 3 300,00% 72.944.000,00 72.751.404,00 99,74% 93 87 93,55%| Efisien Efisien
Akuntabilitas Keuangan Negara dan
Daerah dalam rangka Pemulihan
Ekonomi
Jumlah SK-1 14 170 1214,29%| 1.892.186.600,00 [ 1.891.986.722,00 99,99% 5.868 5.558 94,72%| Efisien Efisien
Meningkatnya Pengawasan 110,43% [3701.UAG.U03|Rekomendasi hasil pengawasan LHP 0 16 1600,00% 176.345.700,00 175.758.267,00 99,67% 474 591 124,68%| Efisien Efisien
Pembangunan atas kinerja pembangunan atas program
Akuntabilitas prioritas nasional yang ditargetkan
Pembangunan Nasional
3701.FAG.005 |Rekomendasi hasil pengawasan LHP 2 11 550,00% 121.926.000,00 121.267.510,00 99,46% 760 553 72,76%| Efisien Efisien
kinerja pembangunan atas program
pembangunan regional
3701.FAG.003 |Rekomendasi Hasil Pengawasan LHP 15 92 613,33%| 1.323.117.000,00 1.309.508.053,00 98,97% 3.948 3.496 88,55%| Efisien Efisien
Kinerja Pembangunan
Jumlah SK-2 17 119 700,00%| 1.621.388.700,00 | 1.606.533.830,00 99,08% 5.182 4.640 89,54%| Efisien Efisien
Meningkatnya Pengawasan | 104,81% |3701.UAG.U03|Rekomendasi hasil pengawasan LHP 0 3 300,00% 57.221.200,00 57.221.200,00 | 100,00% 141 180 | 127,66%| Efisien Efisien
Pembangunan atas kinerja pembangunan atas program
Akuntabilitas Badan Usaha prioritas nasional yang ditargetkan
3701.UAG.U10|Rekomendasi hasil pengawasan LHP 1 10 1000,00% 93.405.000,00 93.380.478,00 99,97% 307 265 86,32%| Efisien Efisien
manajemen risiko atas kualitas
pengendalian intern Badan Usaha
3701.FAG.U06 |Rekomendasi hasil pengawasan atas LHP 1 19 1900,00% 36.000.000,00 35.994.100,00 99,98% 773 686 88,75%| Efisien Efisien
akuntabilitas badan usaha
Jumlah SK-3 2 32 1600,00% 186.626.200,00 186.595.778,00 99,98% 1.221 1.131 92,63%| Efisien Efisien
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Rerata Kode RO Kinerja RO Anggaran SDM Efisiensi Dana Efisiensi SDM
- : el - - - N Belum
Sasaran Strategis (Sastra) Capaian Rincian Output (RO) - . Target | Realisasi Efisiensi |Blm Efisien| Efisiensi -
0, 0, 0,
Sastra Satuan Target Realisasi % Pagu (Rp) Realisasi (Rp) % (OH) (OH) e (7210) (7<10) (7213) (E;fie;)
1 2 3 4 5 6 7 =6/5 8 9 10 =9/8 11 12 13 =12/11 14 15 16 17
Meningkatnya Pengawasan | 143,75% |3701.FAG.U07 |Rekomendasi hasil pengawasan LHP 1 9 900,00% 36.000.000,00 36.000.000,00 | 100,00% 235 227 96,60%)| Efisien Efisien
Pembangunan atas pengendalian korupsi
Efektivitas Pengendalian 3701.FAG.003 |Rekomendasi Hasil Pengawasan LHP 1 3 300,00% 168.687.000,00 168.687.000,00 100,00% 21 25 119,05%| Efisien Efisien
Korupsi Kinerja Pembangunan
Jumlah SK-4 2 12 600,00% 204.687.000,00 204.687.000,00 | 100,00% 256 252 98,44%| Efisien Efisien
Meningkatnya Pengawasan 722,86% |3701.UAG.U03|Rekomendasi hasil pengawasan LHP 1 19 1900,00% 120.373.500,00 120.373.500,00 100,00% 440 434 98,64%| Efisien Efisien
Pembangunan atas kinerja pembangunan atas program
Kualitas Pengendalian prioritas nasional yang ditargetkan
Intern K/L/Pemda/BU 3701.UAG.U09|Rekomendasi hasil pengawasan LHP 1 48 4800,00% 403.585.000,00 402.781.304,00 99,80% 1.972 2.145 108,77%| Efisien Efisien
manajemen risiko atas kualitas
pengendalian intern Pemerintah
Daerah
3701.FAG.U02 |Rekomendasi hasil pengawasan atas LHP 1 31 3100,00% 243.322.000,00 243.322.000,00 100,00% 2.066 1.883 91,14%| Efisien Efisien
akuntabilitas keuangan daerah
3701.FAG.011 |Rekomendasi hasil pengawasan LHP 1 3 300,00% 11.200.000,00 11.200.000,00 100,00% 181 87 48,07%| Efisien Efisien
pengembangan JFA
3701.FAG.012 |Hasil Koordinasi Perencanaan, LHP 1 9 900,00% 88.887.000,00 88.885.900,00 100,00% 268 243 90,67%| Efisien Efisien
Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak
Lanjut
3701.FAG.003 |Rekomendasi Hasil Pengawasan LHP 1 5 500,00% 343.982.000,00 343.982.000,00 | 100,00% 841 350 41,62%| Efisien Efisien
Kinerja Pembangunan
Jumlah SK-5 6 115 1916,67%| 1.211.349.500,00 | 1.210.544.704,00 99,93% 5.768 5.142 89,15%| Efisien Efisien
Terwujudnya Tata Kelola 114,83% |3676.EBA.962 [Layanan Umum Layanan 1 1 100,00% 517.750.000,00 517.612.471,00 99,97%
Pengawasan yang Unggul,
Akuntabel dan Sehat 3676.EBA.994 |Layanan Perkantoran Layanan 1 1 100,00%| 13.626.613.000,00 | 13.491.819.723,00 99,01%
3676.EBB.951 |Layanan Sarana Internal Unit 14 14 100,00% 101.400.000,00 101.274.775,00 99,88%
Jumlah SK-6 16 16 100,00%| 14.245.763.000,00 | 14.110.706.969,00 99,05% 100,00%| Efisien Efisien
TOTAL 57 464 814,04%| 19.362.001.000,00 | 19.211.055.003,00 99,22%| 18.295 16.723 91,41%| Efisien Efisien
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PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA
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Kinerja RO
Sasaran Strategis (Sastra) Rincian Output (RO 9 i
ois ( ) put (RO) Satuan Realisasi 2022 Realisasi 2021 | Naik (turun) Realisasi | % Capaian 2022 % Capaian 2021 % Nca;t;;::;“”)
1 2 3 4 5 6 =4-5 7 8 9=7-8

Meningkatnya Pengawasan

Pembangunan atas Akuntabilitas Rekomendasi hasil pengawasan

Keuangan Negara dan Daerah kinerja pembangunan atas program LHP 65 13 52 6500,00% 104,55% 6395,46%
prioritas nasional yang ditargetkan
Rekomendasi hasil pengawasan atas LHP 15 28 13 1500,00% 107,15% 1392,86%
akuntabilitas keuangan daerah
Rekomendasi Hasil Pengawasan LHP 87 12 75 790,91% 107,15% 683,76%
Kinerja Pembangunan
Rekomendasi Hasil Pengawasan
Akuntabilitas Keuangan Negara dan LHP 3 5 2 300,00% 100,00% 200,00%
Daerah dalam rangka Pemulihan
Ekonomi

Jumlah SK-1 170 58 112

Meningkatnya Pengawasan

Pembangunan atas Akuntabilitas Rekomendasi hasil pengawasan

Pembangunan Nasional kinerja pembangunan atas program LHP 16 12 4 1600,00% 100,00% 1500,00%
prioritas nasional yang ditargetkan
Rekomendasi hasil pengawasan
kinerja pembangunan atas program LHP 11 9 2 550,00% 100,00% 450,00%
pembangunan regional
Rekomendasi Hasil Pengawasan LHP 92 52 40 613,33% 111,61% 501,72%
Kinerja Pembangunan

Jumlah SK-2 119 73 46
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Kinerja RO
Sasaran Strategis (Sastra) Rincian Output (RO 9 i
ois ( ) put (RO) Satuan Realisasi 2022 Realisasi 2021 | Naik (turun) Realisasi | % Capaian 2022 % Capaian 2021 % Ncagga(::;“”)
1 2 3 4 5 6=4-5 7 8 9=7-8

Meningkatnya Pengawasan Rekomendasi hasil pengawasan

Pembangunan atas Akuntabilitas Badan |kinerja pembangunan atas program LHP 3 15 -12 300,00% 100,00% 200,00%

Usaha prioritas nasional yang ditargetkan
Rekomendasi hasil pengawasan
manajemen risiko atas kualitas LHP 10 4 6 1000,00% 100,00% 900,00%
pengendalian intern Badan Usaha
Rekomendasi hasil pengawasan atas LHP 19 2 17 1900,00% 100,00% 1800,00%
akuntabilitas badan usaha

Jumlah SK-3 32 21 11

Meningkatnya Pengawasgq Rekomendg& hasil pgngawasan LHP 9 10 1 900,00% 100,00% 800,00%

Pembangunan atas Efektivitas pengendalian korupsi

Pengendalian Korupsi i i

9 P Rekomendasi Hasil Pengawasan LHP 3 1 2 300,00% 100,00% 200,00%

Kinerja Pembangunan

Jumlah SK-4 12 11 1

Meningkatnya Pengawasan Rekomendasi hasil pengawasan

Pembangunan atas Kualitas kinerja pembangunan atas program LHP 19 2 17 1900,00% 100,00% 1800,00%

Pengendalian Intern K/L/Pemda/BU prioritas nasional yang ditargetkan
Rekomendasi hasil pengawasan
manajemen risiko atas kualitas LHP 48 18 30 4800,00% 110,37% 4689,63%
pengendalian intern Pemerintah
Daerah
Rekomendasi hasil pengawasan atas LHP 31 0 31 3100,00% 0,00% 3100,00%
akuntabilitas keuangan daerah
Rekomendasi hasil pengawasan LHP 3 3 0 300,00% 100,00% 200,00%
pengembangan JFA
Hasil Koordinasi Perencanaan

' 0, 0, 0,

Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak Lanjut LHP 9 0 ° 900,00% 0,00% 900,00%
Rekomendasi Hasil Pengawasan LHP 5 1 4 500,00% 100,00% 400,00%
Kinerja Pembangunan

Jumlah SK-5 115 24 91

Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan || ayanan Umum Layanan 1 2 -1 100,00% 100,00% 0,00%

yang Unggul,

Akuntabel dan Sehat Layanan Perkantoran Layanan 1 1 0 100,00% 100,00% 0,00%
Layanan Sarana Internal Unit 14 85 -71 100,00% 100,00% 0,00%

Jumlah SK-6 16 88 =72

TOTAL 464 275 189
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HASIL PENGAWASAN GCG, KINERJA, MR, EFEKTIVITAS SPIP, KAPABILITAS SPI DAN EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI PADA BLUD

PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA

No Nama BLUD Prov/Kab/Kota GCG Evaluasi Kinerja MR Efektivitas SPI Kapabilitas SPI IEPK
2 3 4 5 6 7 8 9
RSUD Labuha Kab. Halmahera Selatan - 76,09
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HASIL PENGAWASAN GCG, KINERJA, MR, EFEKTIVITAS SPIP, KAPABILITAS SPI DAN EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI PADA BUMD
PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA

No Nama BUMD Prov/Kab/Kota GCG Eﬁi‘éﬁzi MR Efektivitas SPI | Kapabilitas SPI IEPK
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 |PDAM Kota Ternate Kota Ternate - 2,65 - - - -

2 |PDAM Kota Tidore Kepulauan Kota Tidore Kepulauan - 2,32 - - - -
3 |PDAM Kab. Pulau Morotai Kab. Pulau Morotai - 1,84 - - - -
4 |PDAM Kab. Halmahera Utara Kab. Halmahera Utara - 2,26 - - - -
5 |PDAM Kab. Halmahera Tengah Kab. Halmahera Tengah - 2,43 - - - -
6 |PDAM Kab. Halmahera Barat Kab. Halmahera Barat - 2,83 - - - -
7 |PDAM Kab. Halmahera Selatan Kab. Halmahera Selatan - 2,86 - - - -
8 |PDAM Kab. Kepulauan Sula Kab. Kepulauan Sula - 2,52 - - - -




Lampiran VIl /11-12
OT.04/LPP-1/PW33/6/2023
Tanggal 2 Januari 2023

KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA

Kinerja Non-K s.d Th 2022 Omazet (Rp Laba Usaha (Rp) Kontribusi PA Desa
Jumlah
No Penetapan . .| Produk . Kerjasama
No | Kabupaten | NamaBUMDesa | g, a1 yujum JenisUsaha | Jumiah Unit\ o0 oq | Kerlasama | oo oo Tunit| Thao1e | Th2ozo | Th2o2t | Th2022 | Jumiah | Th2ote | Th2020 | Th2o21 | Th2022 | Jumiah | Th201s | Th2020 | Th2021 |Th2022| Jumiah
Usaha Baru Pemasaran "
Desa Ekonomi
Masyarakat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 |Halmahera |BUM Desa Trisuba Tidak Ada 1. Jual Beli Hasil Nelayan 0 TidakAda | TidakAda | Tidak Ada - - - -
Timur Mandiri Desa Waisuba 2. Jual Beli Hasil Pertanian
3. Simpan Pinjam
4. Tella Press
BUM Desa Wato-Wato Tidak Ada 1. Jual Beli Hasil 0 TidakAda | TidakAda | TidakAda - - - -
Desa Subaim Perkebunan
BUM Desa Homakiriwo Tidak Ada 1. Jual Beli Hasil Nelayan 0 TidakAda | TidakAda | Tidak Ada 35.570.000 | 35.570.000 7.920.000 | 7.920.000 - - - -
Desa Jiko Moi
BUM Desa Sari Usaha AHU- 1. Simpan Pinjam 0 TidakAda | TidakAda | TidakAda | 15.335.000 | 9.980.000 | 6.155.000 31.470.000 |- 7.887.500 | 2.580.000 |- 1.228.000 - |- 6.535.500 - - - -
Desa Mekarsari 01438.AH.01.33.T{2. Sewa Alat Pertanian
AHUN 2021
BUM Desa Restu Usaha AHU- 1. Mini Market 0 TidakAda | TidakAda | TidakAda |41.137.000 | 48.117.000 | 77.883.200 167.137.200 | 27.204.000 | 33.867.000 | 33.063.200 94134200 | 6.801.000 8.466.750| 9.015.825 -| 24.283.575
Desa Bumi Restu 00064.AH.01.33.T| 2. Simpan Pinjam
AHUN 2022
2 [Halmahera [BUM Desa Silota Permai Tidak Ada 1. Depot lkan 1 TidakAda | TidakAda | Tidak Ada - - - -
Tengah Desa Loleo 2. Sewa Kursi
BUM Desa Usaha Tidak Ada 1. Galian C 0 TidakAda | TidakAda | TidakAda 5.000.000{ 7.500.000 - -| 12.500.000
Mandiri Desa Lembah 2. Ayam Potong
Asri 3. Penjualan ATK
BUM Desa Fagogoru Tidak Ada 1. Simpan Pinjam 0 TidakAda | TidakAda | Tidak Ada 5.452.500 5452.500 | 5.452.500 5.452.500 - - - -
Desa Kluting Jaya 2. Penjualan Pasir
3. Toko Bangunan
BUM Desa Sagea Tidak Ada 1. Wisata Alam 0 1.AMDK | TidakAda | Tidak Ada - - - -
Mandiri Desa Sagea 2. AMDK
3. Air Isi Ulang
BUM Desa Sumber Tidak Ada 1. Kos-kosan 0 TidakAda | TidakAda | TidakAda 30.000.000 |  30.000.000 25.550.000 | 25.550.000 - - - -
Kasih Desa Gemaf 2. Air Isi Ulang
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MATURITAS SPIP, KAPABILITAS APIP, MRI DAN INDEKS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI PEMDA MITRA KERJA
PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA

SPIP APIP MR Indeks
No Nama Pemda Skor Level Predikat Skor Level Predikat Skor Level Predikat IEPK Perl]'E’Ji::El)aan P;?::gg?sn Pengnggnan
Korupsi Pencegahan Kejadian

1 2 3 4 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 |Provinsi Maluku Utara 3,000 3 - 3,000 3 Level 3 3,000 3 - 3,000 1,44 1,08 0,48

2 |Kota Ternate 3,179 3 - 3,000 3 Level 3 3,140 3 - 2,464 1,06 1,01 0,40

3 |Kota Tidore Kepulauan 3,030 3 - 3,000 3 Level 3 3,000 3 - 3,000 1,44 1,08 0,48

4 |Kab. Pulau Morotai 3,028 3 - 2,110 2 Level 2 Plus 3,000 3 - 2,000 0,96 0,72 0,32

5 |Kab. Halmahera Utara 3,041 3 - 3,000 3 Level 3 3,073 3 - 2,902 1,41 1,06 0,43

6 |Kab. Halmahera Tengah 2,253 2 - 2,270 2 Level 2 Plus 2,000 2 - 1,000 0,48 0,36 0,16

7 |Kab. Halmahera Timur 2,294 2 - 1,650 1 Level 1 Plus 1,950 1 - 1,420 0,58 0,68 0,16

8 |Kab. Halmahera Barat 2,413 2 - 3,000 3 Level 3 2,331 2 - 3,170 1,59 1,10 0,48

9 |Kab. Halmahera Selatan 2,162 2 - 3,000 3 Level 3 2,000 2 - 2,096 1,06 0,72 0,32
10 |Kab. Kepulauan Sula 2,214 2 - 2,900 2 Level 2 Plus 2,238 2 - 2,036 0,96 0,76 0,32
11 [Kab. Pulau Taliabu 2,121 2 - 1,300 1 Level 1 Plus 2,038 2 - 1,492 0,72 0,61 0,16




www.bpkp.go.id

bpkp _malut

ﬁ bpkp.malut.9

Q BPKP Maluku Utara




		2023-01-03T16:52:43+0700
	1




